
SALINAN

GUBERNIJR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TPKNIS PEI"AKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang . <t. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

1O Tahun 2074 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015

telah ditetapkan tanggal 31 Oktober 2014 (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL4 Nomor 1O);

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2O15;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi sumatera

Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 11O3);

Mengingat : L.

b.

c.
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1,999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Negara Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaoO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah {L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 246, Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OOO tentang

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 20 10

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2OOO tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

Konstruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O1O Nomor 157;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 20OO tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembara Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 59 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OOO tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLA Nomor 95);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OOO tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 66,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

3e57);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a575\;

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 14A, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578\;

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2oo8 tentang

Dekonsentrasi dan Tfrgas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2A, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816);



l5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OI4 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

l6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2Ol2 tentang Pembahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1A tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OtL tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

LS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

l9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

37 Tahun 2A14 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2OI5;

2o.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

53/PMK.A2l2AV tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2O15;

2l.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan

Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera

Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2OA8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nom<lr 6 );

22.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera



Utara Nomor 7);

23.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi

dan Tata, Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera

Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 8);

24.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Teknis Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

25.Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2OO9 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara

(l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO9

Nomor 2, Tarrrbahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 13);

26.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata ke{a Lembaga Lain

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2OOg Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2OO9

Nomor 17);

27.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OlO tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

28.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2Ol4 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 {Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI4 Nomor 10);

2g.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2OO9 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2OO9 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OA9 Nomor 29);



Menetapkan

S0.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Al5 {Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2At4 Nomor 4O);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI ST..}MATERA UTARA TAHUN

ANC'GARAN 2015

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk teknis

datam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Uta.ra Tahun Anggaran

20L5.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

{21 merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara.

Pasal 3

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2AL4

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utata

Tahun Anggaran 2AI4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1)

(2\



Peraturan Gubernur

diundangkan.

Agar setiap

pengundangan

penempatannya

Utara.

Pasal 4

ini mulai berlaku pada tanggal

orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Gubernur ini dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Ditetapkan di

pada tanggal

Medan

14 Januari 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA ,

ftd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal 16 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2AL5 NOMOR 4

Aslinya
UKUM,

Pembina Utama Muda (IV/c)
NrP.19590227 198003 1 004
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BAB-I
PENDAHULUAN

KETENTUAN UMUM
1. Pengertian Isfilah

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

b. Pemeintah Daerah adalah Gubernur dan Perungkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

c- Gubernur adalah Gubemur Sumatera Utara.

d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut

Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan R.I sebagaimana dimaksud dalam

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

1) Sekretaris Daerah selaku KoordinatorPengelola Keuangan Daerah.

2) Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD)

3) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran

/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut

dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja Anggman SKPD yang selanjutnya disebut RKA - SKPD adalah

dokumen perencaniuul dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan,

Rencana Belarya Program dan Kegiatan SKPD serta Rencana Pembiayaan

sebagai dasar penyusunan APBD.

e.

ob.

j.
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m.

n.

o.

p.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang sela$utnya disebut DPA- SKPD

adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksaruum anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut

DPPA - SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatmr, belanja

dan pembiayaan yang digUnakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

Pengguna Anggaran.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uffig,

termasuk didatamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan

pengawasan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya dapat mendelegasikan kepada pata Asisten dan

Kepala Biro sesuai lingkup bidang tugasnya masing-masing.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Setdaprovsu

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, yang juga melaksanakan fungsi

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah

Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu yang mempunyai tugas melaksanakan

Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahma Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggatan yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang

Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adatah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang

dan/atauJasa milik Daerah di masing-masing SKPD.

Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutrya disebut Kuasa BUD adalah

Pejabat yang diberi kuasauntuk melaksanakan Sebagian Tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD atau pejabat yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD dan bertanggung

jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Tugas

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden No 54 Tatrun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

q-

r.

u.

v.

w.

1

)



bb.

X.

v.

ff.

OOblr'

afl.

cc.

ee.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selaqiutnya disingkat PPK -
SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan pada

SKPD.

Pqabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah

Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu

atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung

jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang dituniuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah

Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan

kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya

terdiri dari Pejabat Perencana Daeratr, PPKD dan Pejabat yang lainnya sesuai

dengan kebutuhan.

Program adalah Penjabaran Kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi

satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD-

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih

Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dan pencapaian sas€ran terukur pada

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya

tersebut sebagai masukan 0npu0 untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam

bentuk Barang/Jasa.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi

pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan BmanglJasa di SKPD

melekat pada Biro Perlengkapan dan Aset Setdaprovsu. ULP dipimpin oleh

seorang Kepala.

Kelompok Kerja ULP adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala ULP untuk

melaksanakan pengadaan barang/jasa yang memiliki persyaratan keanggotaan,

tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas

pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP.

Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang selanjutnya disebut dengan

pengadaan barangljasa adalah kegiatan unfuk memperoleh Barangfiasa oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan

kebutuhan sarrpai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh

Barangfasa.

dd.



hh. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian

Pengadaan BaranglJasa yang melaksanakan Pengadaan BaranglJasa.

ii. Panttia/PejabatPenenma Hasil Peke4aan adalah panttia/pejabat yang ditetapkan
oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

jj. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang

menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

kk. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak terwujud, bergerak
maupun tidakberyenk, ymg dapat diperdagangkan, dipakar, diperyvnakan atau

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

11. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud frsik lainnya.

mm. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).

nn. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang

mengutamakan keterampllan (skillware) dalam suatu sistem tzta kelola yang

telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau

segala pekerjaan danlatau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan

Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.

oo. Pak1a Integritas adalah surat pemyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan

tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam Pengadaan

Barang/Jasa.

pp. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi trnggi,

mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus

dan/atau pekerjaan yang bemilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

qq. Kualifikasi adalah merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

rr. Prakualifikasi adalah merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan

sebelum pemasukan penawaran.

ss. Pascakualifikasi adalah merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan

setelah pemasukan penawaran.

tt. Pembinaan adalah usaha agar setiap orang yangterlibatPengadaanBarangllasa

mengetahui tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku.

uu. Pengendalian adalah setiap usaha agar setiap pelaksanaan kegiatan pengadaan

barang/jasa dapat terlaksana sesuai target, waktu, tempat, mutu, tertib

administrasi, tepat sasaran dan manfaat.
w. Pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah Pengadaan BaranglJasa

yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi

elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

ww. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah

unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan

B ar angl J as a s eeara El ektronik.
xx. Tim Pendukung adalah tim yang ditetapkan oleh PA/I(PA untuk membantu

pelaksanaan pengadaan barang/jasa antara lain terdiri atas Pejabat pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultansi Pengawas, Tim
Pelaksana Swakelola, dan lain-lain.



vv- Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh PA/I(PA untuk membantu PAIKPA

dalam pelaksanaan pengadan barang/jasa, antara lain terdiri atas tim uji coba,

padtta/ pej abat peneliti pelaksanaan kontrak dan latn-lain.

Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis adalah Tim yang ditetapkan

PA/KPA, yaitu Tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan

dan penjelasan teknis tentang spesifikasi BarangAasapada rapat penjelasan.

Uang Representasi adalah merupakan uang tambahan biaya bagi Pimpinan /
Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawu Negeri Sipil (PNS) yang menduduki

Jabatan Stnrktural Eselon I dan II, dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri

(keluar Provinsi maupun didalam Provinsi)

zz.

aa.

Maksud dan Tujuan

a. Peraturan Gubernur ini memberikan arah dan pedoman bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dalam melaksanakan Program/I(egiatan yang pembiayaannya bersumber dari

APBD Provinsi Sumatera Utara.

b. Peraturan Gubemur ini bertujuan melaksanakan program/kegiatan yang

pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utarq dilakukan secara

efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan

akuntabel.

Prinsip - Prinsip Dasar

Pengadaan barang dasa wajib menerapkan prinsip - prinsip sebagai berikut :

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan

dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu

yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai

hasil dan sasaf,an dengan kualitas yang maksimum.

b. Efektil berarti Pengadaan BaranglJasa harus sesuai dengan kebutuhan dan

sasaftm yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan

Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia

Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya'

d. Terbuk4 berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia

Barang/Jasa yang memenuhi persyaratanlkriteria tertenfu berdasarkan ketentuan

dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing, berarti Pengadaan BaranlJasa harus dilakukan melalui persaingan

yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan

memenuhi percyaratarr, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarknr

secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya

mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.



Adiytidak diskriminatil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua

calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan

kepada pihak tertentu, dengan tetap memperh atikankepentingan nasional.

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan

Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungiawabkan.

B. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD

1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA- SKPD)

DPA - SKPD disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

setelah APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA)

DPA - SKPD Betanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung yang telah

disusun Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sebanyak 5 (lima)

macam Form, yaitu :

1) Form DPA - SKPD (Ringkasan Dokuman Pelaksanaan Anggaran Satuan

KerJaPenngj<atDaenh.

2) Form DPA - SKPD 1. @incian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah )

3) Form DPA - SKPD 2.1 (Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah)

4) Form DPA - SKPD 2.2 ( Rekapitulasi Belanja Langsung menurut

Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

5) Form DPA - SKPD 2.2.1 (Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah)

Khusus untuk Kepala SKPD yang tidak mengelola pendapatan, hanya

menyusun rancangan DPA - SKPD sebanyak 4 (empat) macam Formulir

sebagaimana yang dimaksud pada butir b. l), 3), 4) dan 5) diatas. Sedangkan

untuk Kepala SKPD yang mengelola Pendapatan harus menyrsun ke 5 (lima)

formulir DPA - SKPD tersebut pada huruf b. 1) sld 5) diatas.

DPA - SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud

dalam huruf b diatas disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) dalam hat ini Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu.

Dalam Penyusunan DPA - SKPD Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang selaku Kepala SKPD harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1) Belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk belanja tidak langsung

maupun belanja langsung harus dirinci penggunaannya di dalam DPA-

SKPD, dan belarfia yang ditetapkan dalam DPA-SKPD dimaksud

merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk maslng - masing kegiatan.

2) Pengeluaran belanja yang tercantum di dalam DPA * SKPD tersebut agar

memperhatikan prinsip - prinsip efesiensi dan efektifitas dan disusun

berdasarkan standard harga yang berlaku.

3) Setiap kegiatan dalam DPA - SKPD harus mencantumkan jadwal kegiatan

dan rencana penggunaan Anggaran setiap triwulan'

d.



4) Lokasi kegiatan harus secara jelas dicantumkan dalam DPA - SKPD

dengan ketentuan mencantumkan nama Kabupaten/I(ota, Kecamatan dan

Desa / Kelurahan.

2. Pelaksanaan Verifikasi DPA - SKPD :

a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD

ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD untuk

menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD, untuk diverifikasi

oleh TAPD dan disahkan oleh PPKD.

b. DPA - SKPD sebagaimana maksud pada butir a diatas merinci sasaran

yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk

mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap - tiap SKPD

serta pendapatan yang diperkirakan.

c. Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan DPA-SKPD paling lama 6

(enam) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

d. DPA-SKPD disampaikan kepada Sekretariat TAPD yang berkedudukan di

Biro Keuangan Setdaprovsu untuk diverifikasi.

e. Dalam melaksanakan verifikasi DPA - SKPD, TAPD bersama-sama

dengan Kepala SKPD.

f. Verifrkasi DPA - SKPD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera

Utara, terdiri dari Unsur Perencana, PPKD dan Unsur lainnya sesuai

kebutuhan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

) Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Meneliti kebenaran pencantuman dan penulisan kode, uraian dan

indikator programlkegiatan.

Meneliti kebenaran pencantuman dan penulisan kode rekening, uraian

belanja, pagu anggaran dan rincian penarikan dana per- triwulan.

Meneliti kebenaran pencantuman dan penulisan kode rekening, uraian

pendapatan, pagu pendapatan dan rincian penerimaan per- triwulan.

Meneliti kebenaran penganggalan pengadaan barang/jasa berdasarkan

satuan harga yang berlaku.

Meneliti kebenaran penganggaran honorarium, uang lembur,

peqalanandinas dan uruanbelanlalannya yang sejenis sesuai dengan

Keputusan Gubernur yang mengatur tentang itu'



DPA - SKPD yang telah dikoreksi oleh TAPD selanjutnya diperbaiki dan

disempurnakan oleh Kepala SKPD.

DPA - SKPD yang telah diperbaiki dan disempurnakan oleh Kepala

SKPD disampaikan kepada Sekretariat TAPD dan selanjutnya diparaf dan

ditandatangani oleh rmsrrr TAPD sebagaimana tersebut pada point 2.a dan

selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

PPKD menyampaikan DPA-SKPD yang telah diverifikasi dan sudah

ditandatangani oleh unsur TAPD kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk

mendapat persetujuan guna p€ngesahannya.

DPA-SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi, disahkan

oleh PPKD.

Proses verifikasi DPA-SKPD oleh TAPD sampai dengan pengesahannya

oleh PPKD, dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung

sejak tanggal pemberitahuan oleh PPKD.

l. PPKD menyampaikan DPA-SKPD yang telah disahkan kepada Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi dan Perwakilan BPK

di Medan.

DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada point 2.a tersebut diatas

digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh Kepala SKPD selaku

Pengguna Anggaran lPengguna Barang.

n. Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan

anggaran kas SKPD dan disampaikan kepada PPKD bersamaan dengan

rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD

dimaksud dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan rancangan DPA'

SKPD.

Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kuasa Pengguna

Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, sebagai berikut :

a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Barang, sebagai berikut:

1) Di lingkungan Sekretariat Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Satuan

Kerja Perangkat Daerah, dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Barang dapat ditu4iuk Pejabat Eselon II (Kepala Biro, Sekretaris

Korpri). Untuk tata kelola pembayaran dan pertanggungiawaban di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera lJtan diatur lebih lanjut

oleh Kepala Biro Umum Setdaprovsu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

J.
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d.

2) Di lingkungan Satuan Kerja Dinas, BadarU Inspeldorat Satpol PP dan
Sekretariat DPRD, Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah

Pejabat Eselon II (Kepala Dinas, Kepala Badaru Inspektur, Kepala Satuan,

Sekretaris Dewan), dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang dapat ditunjuk Pejabat Eselon III (Sekrearis, Kepala
Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian dan Kepala UPTD) yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya, hal ini dikecualikan untuk Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai rentang kendali hirarki,
luas wilayah, volume pekeqaan dan minimnya personiT dapat ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk diangkat sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Eselon IV.

3) Di lingkungan Satuan Kerja Kantor Perwakilan dan KPID, Pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat Eselon III (Kepala
Kantor i Sekretaris KPID), dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /I(uasa
Pengguna Barang dapat ditunjuk Pejabat Eselon IV (Kasubbag, Kasi).

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana yang dimaksud
pada angka 3 huruf a. 1) s/d 3) tersebut diatas dapat melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Kua.sa Pengguna Barang.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada angka 3 huruf a. 1) sld 3) tersebut diatas, diusulkan oleh Kepala
SKPD dan usul tersebut ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro
Keuangan Setdaprovsu untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal tidak ada personil yang memenuhi
persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK),
persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK) yang

harus memiliki Sertifikat KeablianPengadaanBarang/Jasa dikecualikan untuk:

1) Pejabat Pembuat Komitnaen (PPK) yang dijabat oleh Pejabat Eselon I dan II,
dan atau;

2) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang disamping tugas pokoknya
dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa, memiliki tugas dan

kewenangan sebagai berikut :

l) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2) Mengumumkan secara luas RencanaUmumPengadaan di website

Pemprovsu/SKPD, Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat dan Portal

Pengadaan Nasional melalui LPSE;

3) Mengusulkan KPA untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah;

4) Menetapkan Pejabat Pengadaan

5) Menetapkan P anitia/P ej abat P enenrna Hasil P eke4 aan;

6) Menetapkan:

a. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung

untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau

o



b. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjnkan Langsung untuk

paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas

Rp1 0. 000. 000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

7) Mengawasi pelaksanaan anggaran

8) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

9) Menyelesaikan perselisihan antara KPA dengan Kelompok Kerja

ULP /P ej abat P engadaan, dalam hal tea adi perbedaan pendapat;

10) Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen pengadaan

BaranlJasa.

f. Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranAiuasa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada huruf c. tersebut diatas disamping tugas pokoknya" maka dalam
rangkapengadaan barangdasa, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

l) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa yang meliputi:
a) Spesifikasi teknis barang/jasa;
b) Hmga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
c) Rancangan kontrak.

2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Bnang/Jasa;

3) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansilSurat Perintah

Kerj a (SPK)/Surat Perj anj ian.

4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barangflasa kepada PA;

7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan

Berita Acara Penyemhan;

8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap bulan;

9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan Barangfiasa

g. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf f)
tersebut diatas, dalam hal diperlukan, KPA dapat:

1) Mengusulkan kepada PA:
a) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
b) Perubahanjadwal kegiatan pengadaan;

2) Menetapkantim pendukung;

3) Menetapkan tim atau tenaga ahli pernberi penjelasan teknis (aanwijizer)

untuk membantupelaksanaan tugas ULP, dan;

4) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia

Barangllasa.

h. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang membuat bagan

organisasi kegiatan secara berjenjang lengkap dengan bagan serta uraian tugas

masing *masing. Baganorganisasi tersebut ditetapkan oleh Kepala SKPD.

l0



J.

Bagan Organisasi dan Personil yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPD

tersebut disampaikan pahng lambat 7 (tujuh) hari kerjakepada:

1) Inspektur Provinsi Sumatera Utam;
2) Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara;

3) Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu;

4) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu;

5) Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Kepala Biro
Keuangan Setdaprovsu menandatangani/mengesahkan DPA - SKPD setelah

mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen

Pelaksanaan Aoggatao, Kepala SKPD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang danlataa Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penetapan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut berdasarkan pertimbangan

kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan /atau rentang

kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Unhrk kegiatan dengan sumber Dana Bantuan/Hibah APBN/LOAN supaya

disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf
k tersebut diatas, PPTK mempunyai tugas sebagai berikut :

1. MengendalikanPelaksanaanKegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan;

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

PPTK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf m
tersebut diatas bertanggung jawab kepada :

Kepala SKPD I Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan I atau

Kuasa Purgguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang yang menetapkannya

selaku PPTK.

Pimpinan masing-masing SI(PD di Lingkungan Pemprovsu selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang menyiapkan Rencana Umum Pengadaan dan

melaksanak an pelelangan/ pengadaan B arang/ J asa Pemerin tah sebagu berikut :

1) Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di website Pemprovsu/SKPD

dan Papan Pengumuman Resmi serta Portal Pengadaan Nasional melalui

LPSE.

2) Menetapkan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa.

3) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik/e - procurement

(e- tendering dan e- purchasing) yang dilakukan ULP.

t.

m.

o.
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4. Biaya Administr*si Pelaksanaan Kegiatan APBD

Biaya Administrasi untuk mendukung proses pelaksanaan Kegiatan APBD
Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan:

Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

1) Nilai Pagu dana sd. Rp. 100. jt
2) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 jt s.d. Rp. 250 jt
3) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt
4) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jt s.d. tM
5) Nilai Pagu dana diatas Rp. I miliar s.d Rp. 2,5 miliar
6) Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 milim
7) Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. l0 miliar
8) Nilai Pagu dana diatas Rp. l0 miliar s.d. 25 miliar
9) Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
10) NIai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar
11) Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
12) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
13) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. 500 miliar
14) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 milim
15) Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd. I Triliun
16) Nilai Pagu dana diatas Rp. I Triliun

b. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) :

l) Nilai Pagu dana sd. Rp. 100. jt
2) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 jt s.d. Rp. 250 jt
3) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt
4) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jt s.d. lM
5) Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar
6) Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar
7) Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. l0 miliar
8) Nilai Pagu dana diatas Rp. l0 miliar s.d. 25 miliar
9) Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
l0) Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 mitiar
1l) Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d- l0O miliar
12) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
l3) Nilai Pagu dana diafas Rp.250 miliar sd. 5N miliar
14) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
t5) Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd. I Triliun
16) Nilai Pagu dana diatas Rp. I Triliun

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

l) Nilai Pagu dana sd- Rp. 100. jt
2) Nilai Pagu dana diatas Rp. lCX) jt s.d. Rp. 250 jt
3) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt
4) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jt s.d. lM
5) Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar
6) Nilai Pagrr danadiatas Rp. 2,5 miliar s.d' 5 miliar
7) Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. l0 miliar
S) Nilai Pagu dana diatas Rp. l0 milyar s.d. 25 miliar
9) Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
l0) Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar
I l) Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
12) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 rniliar sd. 250 miliar
13) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. 500 miliar
14) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
15) Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd. I Triliun
16) Nilai Pagu dana diatas Rp. I Triliun

d. Bendahara Pengeluaran :

l) Nilai Pagu dana sd. Rp. 100. jt
2) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 jt s.d. Rp. 250 jt
3) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt
4) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jt s.d- lM
5) Nilai Pagu dana diatas Rp. I miliar s.d Rp. 2,5 miliar
6) Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar
7\ Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. l0 miliar
S) Nilai Pagu dana diatas Rp' l0 miliar s'd. 25 miliar

500.000,- org/bln
610.000,- org/bln
720.000,- org/bln
830.000,- org/bln
970.000,- org/bln

1.110.000,- org/bln
1.250.000,- orglbln
1.580.000,- orglbln
1.910.000,- orglbln
2.25A.WN,- orgbln
2.580.000,- org/bln
3.080.000,- org/bln
3.580.000,- org/bln
4.080.000,- org/bln
4.580.000,- org/bln
5.580.000,- org/bln

I Pejabat

400.000,- org/bln
480.000,- org/bln
570.000,- org/bln
660.000,- org/bln
770.W0,- orglbln
880.000,- org/bln
990.000,- org/bln

1.250.000,- org/bln
1.520.000,- org/bln
1.780.000,- orglbln
2.040.000,- org/bln
2.440.0W,- org/bln
2.$0.A00,- orglbln
3.230.000,- org/bln
3.620.000,- org/bln
4.42A.000,- org/bln

480-000,- org/bln
590,000,- orglbln
700.000,- orglbln
800.000,- org/bln
940.000,- org,/bln

1.070.000,- org/bln
1.210.000,- orglbln
1.530.000,- orgibln
1.850.000,- org&ln
2.fiA.000,- org/bln
2.490.$ffi,- org/bln
2.980.000,- org/bln
3.460.000,- org/bln
3.940.000,- org/bln
4.430.000,- org/bln
5.390.0m,- org/bln

340.000,- orglbln
420.000.- org/bln
500.000,- org/bln
570.000,- org/bln
670.000,- org/bln
77A.WA,- org/bln
860.000,- org/bln

1.090.000,- org/bln
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e.

9) Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
l0) Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar
l1) Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
l2) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
13) Nilai Pagu dana diatas Rp.250 miliar sd. 500 miliar
14) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
15) Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd. I Triliun
16) Nilai Pagu dana dialas Rp. I Trilirm

Staf Pengelola / Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pengelola Administrasi Belanja Pegawar :

l) Nilai Pagu dana sd. Rp. 100. jt
2) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 jt s.d. Rp. 250 it
3) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt
4) Mlai Pagu dana diatas Rp. 500 jt s.d. IM
5) Nilai Pagu dana diatas Rp. I miliar s.d Rp. 2,5 miliar

6) Nilai Pagu dana diaras Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar
7) Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. l0 miliar
8) Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar
9) Nilai Pagu dana diatas Rp- 25 miliar s.d. 50 miliar
10) Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 mrliar
I l) Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
12) Nilai Pago dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
l3) Nilai Pagu danadiatas Rp. 250 miliar sd. 500 miliar
14) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
15) Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd. I Triliun
t6) Nilai Pagu dana diatas Rp. I Triliun

Bendahara Penerimaan :

1) Nilai Pagu dana sd. Rp. 100. jt
2) Nitai Pagu dana diatas Rp. 100 jt s.d. Rp. 250 jt
3) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt
4) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jt s.d. lM
5) Nlai Pagu dana diatas Rp. I miliar s.d Rp. 2,5 miliar
6) Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar
7) Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar
8) Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 milim s.d. 25 miliar
9) Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
l0) Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d.75 miliar
1l) Nilai Pagu dana diaras Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
12) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 milim sd. 250 miliar
13) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. 500 miliar
14) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
15) NilaiPagudanadiatasRp. 750miliarsd. I Triliun
16) NilaiPagudanadiatasRp. I Triliun

Bendahara Penerimaan Pembantu / Anggota :

1) Nilai Pagu dana sd. Rp. 100. jt
2) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 jt s.d. Rp. 250 jt
3) Nilai Pagu dana diaas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt
4) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jt s.d. lM
5) Nilai Pagu dana diatas Rp. I miliar s"d Rp. 2,5 miliar
6) Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 milim s.d. 5 miliat
7\ Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar
8) Nilai Pagu dana diatas Rp. l0 miliar s.d. 25 miliar
9) Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
l0) Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar
I l) Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d' 100 milir
12) Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
13) Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. 500 miliar
14) Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
15) NilaiPagudanadiatasRp. 750miliarsd. I Triliun
16) NilaiPagudanadiatasRp. I Triliun

1.320.000,- org/bln
1.550.000,- org/bln
1.780.000,- org&lu
2.120.000,- org/bln
2470-00O- org/bln
2.810.000,- org/bln
3.160.000,- org/bln
3.840.000,- org/bln

/ Petugas

260.000,- org/bln
310.000,- org/bln
370.000,- org/bln
430.000,- org/bln
500.000,- orglbln

570.000,- org/bln
640.000,- org/bln
810.000,- org/bln
980.000,- org/bln

L150.000,- orglbln
1.330.000,- org/bln
1.580.000,- org/bln
1.840.000,- orghln
2.090.000,- org/bln
2.350.000,- org/bln
2.860.000,- org&ln

(}

340.000,- org/bln
420.000,- org/bln
500.000,- org/bln
570.000,- orglbln
730.000,- org/bln
880.000,- org/bln

1.030.000,- org/bln
1.260.000,- org/bln
1.490.000,- orglbln
1.720.000,- orglbln
1.950.000,- org/bln
2.260.000,- org/bln
2.560.000,- org/bln
2.870.000,- org/bln
3.170.000,- org/bln
3.790.000,- org/bln

260.000,- orgibln
310.000,- org/bln
370.000,- org/bln
430.000,- orglbln
540.000,- orglbln
660.000,- orgbln
770.000,- org/bln
940.000,- org/bln

1.110.000,- org/bln
1.280.000,- orglbln
1.450.000"- org/bln
1.680.000,- org/bln
1.910.000,' ore/bln
2.140.000,- org/bh
2.370.000,- org/bln
2.820.000,- orglbln
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2) Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Bararryl I asa :

a. Pejabat Pengadaan BaranglJasa

Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan

a- Kepala Unit Layanan Pengadaan
b. Seketaris/ Staf Pendukung

Honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang/Jasa

b. PanitiaPenerimaHasilPeke{aan/PengadaanBarang/Jasa

b.

l) Pejabat Pengadaan untuk pengadaan Barang/Jasa 680.000,- org/bln

Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan (Konstruksi) :

1) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 jt 680.000,- orgpkt
2) Nilai pagupengadaan diatas Rp. 200jt s.d. 500jt 350.000,- org/ph
3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 jt s.d. Rp. I Miliar 1.020.000,- orglpkt
4) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar 1.270.000,- org/pkt
5) Nilai pagu pengadaan diaras Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar 1.520.000,- org/pkt
6) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. l0 Miliar 1.780.000,- org/pkt
7) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. l0 Miliar s.d. Rp. 25 Miliu 2.nA.0W,- orglpkt
8) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar 2.450.000,- org/pkt
9) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar 2.790.000,- orglpkt
l0) MIai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar s.d. Rp. I00 Miliar 3.130.000,- org/pkt
l1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar 3.580.000,- orglph
12) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar 4.030.000,- org/pkt
13) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar 4.490.000,- orgipkt
14) Nilai pagu pengadaan diatas Rp, 750 Miliar s.d. Rp. I Triliun 4.940.000,- orglpkt
15) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. I Triliun 5.560.000,- orglpkt

Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Urut Layanan
Pengadaan (Non Konstruksi) :

l) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200jt
2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 jt s.d. 500 jt
3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500jt s.d. Rp. I Miliar
4) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. I Miliar s.d- Rp.2,5 Miliar
5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar
6) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. l0 Miliar
7) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. l0 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar
8) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar
9) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar
l0) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar s.d. Rp. 100 Miliar
1l) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar
l2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar
I3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar
14) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar s.d. Rp. I Triliun
15) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. I Triliun

d. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan (Non Konstruksi) :

I ) Nilai pagu pea gilw jasa kmstltarei smpai deneat F-p. 50 jt
2) Nlai pagupengadaanjasakonsultansi diatas 50jts.d. Rp. l00jt
3) Nilaipagupengadaanjasalainnyas.d. t00jt
4) Nilai pagupengadaanjasakonsulansi/jasa lainnya diatas Rp- 100jt s.d. 250jt
5) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diaras Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt
6) Nilai pagu pengadm jm kmsultasiljm laimya didc Rp. 500 jt s.d. Rp. I M
7) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. I Milia s.d. Rp.2,5 Miliar
8) Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya dixas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar
9) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 5 Miliar s.d- Rp. I 0 Mlir
10) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. l0 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar
I l) Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lrinnya didas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar
12) Nilai pagu pengadaan jasa konsultmsi/jasa lainnya dietas Rp. 50 Mliar s.d. Rp. 75 Miliar
I 3) Nilai pagu pengadaan jasa konsulrensiljasa lainnya diatas Rp. 75 Miliar s.d. Rp. I 00 Miliar
14) Mlai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Mitiar s.d. Rp. 250 Miliar
15) Nilai pagu penged""n jasa konsultansiljasa laimya diatas Rp. 250 Mliar s.d. Rp. 500 Miliar
16) Nilai pagu pengadaan jasa konsu.ltansi/jasa lairmya diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar
17) Nilai pagu p€ngadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 750 Miliar s.d. Rp. I Trifiun
18) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diaas Rp. I Triliua

760.000,- org/pk
760.000,- org/pk
920.000,- org/pk

1.140.000,- org/pk
1.370.000,- ore/pk
1.600.000,- org/pk
l 910.000,- org/pk
2.210.000,- orgipk
2.520.000,- orlpk
2.82O.0N,- orglpk
3.230.000,- org/pk
3.640.000,- orglpk
4.040.000,- org/pk
4.450.000,- org/pk
5.010.000,- org/pk

450.00Q- og
450-000,- orp
450.000,- org
480.000,- org
600.000,- orp
720.0O0,- ug
910.O00,- org

1.090.000,- orp
1.270.000,- org
L510.000,- orp
1.750.000,- orp
1.990.000,- org
2.230.000,- orp
2.560.000,- org
2.880.000,- orp
3.200.000,- org
3.520.000,- org
3.960.000,- mg

3)

4)

1.000.000,- org/bln
750.000,- org/bln

420.000,- org/bln
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Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200jt
Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 jt s.d. 500 jt
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 jt s.d. Rp. 1 Miliar
Nilai paeu pengadaan diatas Rp. I Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Milia s.d. Rp. 5 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp' l0 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp' 75 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Milim s.d. Rp. 100 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp' 500 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar s.d. Rp- I Triliun
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. I Triliun

5) Honor PenguruslPenyimpan Barang Milik Negara :

T in g)<at P en ggtna Barwt g
Tingkat Kuasa Pengguna Barang

6) Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

yang ditetapkan atas Dasar Surat Keputusan Yang Ditetapkan oleh :

I) Honor Tim Pelaksana Kegiatan

a. Menteri /Pejabat Setingkat Menteri :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
l0)
r l)
t2)
l3)
t4)
l5)

420-000,- org/pkt
520.W0,- org/plt
620.000,- org/pkt
770.00A,- orlpkt
910.000,- orlpkt

1.060.000,- org/pkt
1.260.000,- org/pkt
1.450.000,- org/pkt
1.650.000,- org/pkt
1.840.0m,- org/pkt
2.100.000,- org/pkt
2.370.0A0,- org/pkt
2.630.000,- org/pkt
2.890.000,- orglpkt
3.250.000,- org/pkt

400.000,- orglbln
300.000,- org/bln

1.500.000,- org/bln
1.250.000,- org/ bln
1.000.000,- org/bln

850.000,- org/bln
750.m0,- org/bln
750.000,- org/bln

750.000,- orglbln
700.000,- orglbln
650.000,- org/bln
600.000,- org/bln
500.000,- org/bln
500.000,- org/bln

500.000,- org/bln
450.000,- org/bln
400.000,- org/bln
350.000,- org/bln
300.000,- org/bln
300.000,- org&ln

1)
2)

Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

b. Pejabat Eselon I :

Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran :

Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

II) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana

Penanggung Jawab
Ketua/Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

a-

b.
c.

d.
e.

f.

u
b.
c.

d.

e.

f.

a.

b.
U.

d.

f.

a- Ketua/Wakil Ketua
b. Anggota

7) Honor Panitia Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / Diseminasi / Focus

Group Discussion / Kegiatan Sejenis :

250.000,- org/bln
220.000,- org/bln

450.000,- org/Kegiatan
400.000,- orgA(egiatan
300.000,- orgKegiatan
300.000,- org/Kegiatan

u
b.
c.

d.
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8) Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur :

1) Uang Lembur ( di luar jam kerja pada hari kerja )
maksimal5 jam/per hari secara berturut-turut
(a) Golongan I
(b) Golongan II
(c) Golongan III
(d) Golongan IV

2) UangMakan Lembur
Uang makan lembur diberikan setelah bekerja
lembur sekurang - kurangnya2 (dua) jam secara
berhrut - turut, maksimal 5 jam/per hari
1) Golongan I dan II
2)Golonganlll
3)Golongan IV

Rp. 10.000,-
Rp. 13.000,-
Rp. 17.000,-
Rp.20.000,-

org I janr
org /jam
org i jam
org /jam

Rp. 35.000,- / orang
Rp. 37.000,- / orang
Rp.41.000,- / orang

9) Honor Satuan Umum Nara Sumber, Moderator, dan Notulen Kegiatan
SeminarlRakor/SosialisasilDiseminasiffocus Group Discussion/Kegiatan
Sej enis untuk mendukung tercapainya sasaran program/sasaran ke giatan
diberikan maksimal 3 jam lperhari dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Nara Sumber

a. Menteril Pejabat Setingkat Menteri/
Pejabat Negara Lainnya yang disetarakan Rp. 1.700.000,- /oj

b. Pejabat setingkat Eselon I Rp. 1.400.000,- /oj
c. Pejabat setingkat Eselon II Rp. 1.000.000,- /oj
d. Pejabat setingkat Eselon III kebawah Rp. 900.000,- /oj

b. Honorarium Moderator dan Pembawa Acara

Rp. 700.000,- lok
Rp. 400.000,- /ok

r0)

I l)

12)

l3)

14)

Pemberian Honorarium pada angka 4 angka 1) sid 8) diatas disesuaikan

dengan masa waktu dan jenis pekerjaan pelaksanaan kegiatan APBD

Provinsi Sumatera Utara serta Pengad aan Barang/ I asa.

Pemberian honorarium yang tidak diatur dalam Peraturan ini diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Gubemur.

Untuk belanja barang ljasa agat berpedoman kepada Keputusan Gubemur

Sumatera Utara tentang Standar Harga Barang/Jasa dan Harga Satuan

Pokok Kegiatan dan ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Untuk biaya Pengumuman pengadaan barang/jasa jumlahnya disesuaikan

dengan kebutuhan.

Untuk biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan atau

dokumen isian prakualifikasi jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
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5.

15) Menyiapkan alokasi Anggaran Penyusunan Rencana Teknis dan atau

Dokumen Rencana Teknis (Rencana Anggaran Biaya Pembangunan /

RAB) bangunan gedung Negara bagi SKPD yang membutuhkan,

yang dilakukan dengan cara menggunakan penyedia jasa perencaniurn

konstruksi, baik perorangan ahli maupun Badan Hukum yang kompeten

dengan memperhatikan dan mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor : 45tPF.TlMl2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan

Bagunan Gedung Negara. Hasil dari Penyusunan Rencana Teknis dan

atau Bangunan Gedung Dokumen Rencana Teknis dimaksud harus diteliti

dan mendapat pengesahan dari lnstansi Pekerjaan Umum/Instansi Teknis

yang membidangi dalam hat ini adalah Dinas Penataan Ruang dan

Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

16) Biaya administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan pengadaan barang /jasa disesuaikan dengan kebutuhan.

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Menyiapkan alokasi anggaran pada satuan kerja masing-masing untuk Biaya

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan berpedoman kepada Keputusan

Gubemur Sumatera Utara tentang Satuan Biaya dan Penandatartganart

Administasi Perjalanan Dinas DalarnNegeri Bagi Gubernur, Wakil Gubernur,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeralg Pegawai Negeri

Sipil sertra Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara.

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Menyiapkan alokasi anggaran pada Satua kerja masing - masing untuk Biaya
Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Satuan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri per-hari tidak termasuk

biaya (Transport Kapal Laut, Pesawat Udara P.P dan Airport Tax), sebagai

berikut:

No

Negara Gol A Gol.B Gol. C Gol. D Ket

1 2 3 4 5 6 7

AMERII(A UTARA Golonean A :

M€nteri, Keftr4
Wakil Ketua dan
anggota t€mbaga
Negar4 Duta
Besar luar biasa
be*uasa

p€rwakilan dan
Pejab* Neelara

leinnya yang
setr4 ternusuk
pimpinn lwbaga

,| Amerika Serikat 527 473 417 343
2 Kanada /u7 4,01 368 307

AMERIKA SEI.ATAN
3 Aroentina 395 277 242 241
4 Venezuela 4An 323 287 286
5 Brazlt 436 u1 291 241
6 Chile 415 316 270 222
7 Columbia 386 281 240 22'l
I Peru 363 277 237 221
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I Suriname 398 295 252 207 pemerintah ron
kementerian dan

10 Ekuador 385 273 242 241

lcin vqns dihe*trtl
AMERIKATENGAH lcgdasxkan

perafura!
perundang-

undangar dan
Pejabat Eselon I

11 Mexico 429 318 282 281

12 Kuba 406 305 261 22'l
13 Panama 414 307 272 271

EROPA BARAT
14 Austria 5M 453 318 317 Golongal ts :

Duta Besr, PNS
Gol. IVI c ke atas,
Pejabat Eselon It
Perwira Tinggi
TNV Polri, utusan
k&usus Presiden
(special envay)
dan pejabat
lainnya yang
sitra

15 Beloia 466 419 282 281

15 Prancis 512 4U 382 381

17 Reo. Federasi Jerman 443 411 282 28'l
18 Belanda 463 416 272 271

19 Swiss 509 456 322 321

EROPA UTARA
20 Denmark 472 427 275 241

21 Finlandia 453 409 354 313
22 Norweoia 517 465 248 286
23 Swedia 466 436 342 341

24 Keraiaan lnooris 587 534 432 431

EROPASETATAN
25 Bosnia Herzeoovina 456 420 334 333 uolonmu:

PNS Gol. IIVc
smpai dengan
C,ol. M b dan
oesim menenqai

26 Kroasia 483 444 353 352

27 Soanvol 457 413 287 286
28 Yunani 422 379 242 241

29 Italia 520 472 372 371 TNVPolri yang
s€tara30 Portuqal 425 382 242 241

31 Serbia 401 361 313 277

EROPA TIMUR
32 Bulqaria 406 367 320 2U Golonean D :

Pegawai Negeri
Sipil dan Anggota
TNVPolri selain
yang dinaksud
pada Gol. B dan
Cnl. C

33 Czech 426 390 331 293

u Honoada 421 381 339 300

35 Polandia 401 351 313 277

36 Rumania 416 381 313 277
37 Rusia 556 512 407 406
38 Slovakia 429 387 335 297

39 Ukraina 425 382 328 290

AFRII(A BARAT
40 Nioeria 361 313 292 291

4'l Seneoal 334 276 206 201

AFRIKATIMUR
42 Ethiopia 312 257 192 167

43 Kenya 334 276 206 196

44 Madaoaskar 296 24 182 181

45 Tanzania 330 272 203 182
46 Zimbabwe 285 244 216 215

47 Mozambioue 319 263 212 211

AFRIKA SETATAN
48 Namibia 300 247 185 161

49 Afrika Selatan 304 251 202 201

AFRIIG UTARA
50 Atiazait 342 308 287 286

51 Mesir 368 273 212 190

52 Maroko 3()4 251 192 191

53 Tunisia 293 241 187 186

54 Sudan 342 282 214 1M
55 Libya 308 254 189 165

ASIA BARAT
56 Azetbaiian 498 459 365 364

57 Bahrain 405 286 222 208

58 lrak 397 283 224 2A',l

59 Yordania 365 254 197 196

60 Kuwait 406 283 257 2ffi
61 Libanon 357 267 207 186

62 Qatar 386 276 215 196

63 Arab Suriah 358 257 200 196

64 Turki 365 270 210 188

65 Pst. Arab Emirat 459 323 302 301

66 Yamen 353 241 197 196

67 Saudi Arabia 391 276 215 201

68 Kesultanan Oman 359 254 197 185
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ASIATIMUR
69 Reo. Rakvat Cina 378 238 207 206

70 Honqkonq 472 320 287 286
71 Jeoano 519 303 262 261
72 Korea Selatan 421 326 297 296
73 Korea Utara 395 234 207 206

ASIA SELATAN
74 Afaanistan 385 226 173 172
75 Bansladesh 339 196 167 166

76 lndia 352 263 242 241

77 Pakistan 343 203 182 181

78 Srilanoka 348 201 167 166

79 lran 351 260 202 181

ASIATENGAH
80 Uzbekistan 392 352 287 254
81 Kazakhstan 456 420 334 333

ASIATENGGARA
82 Philipina 412 278 222 221

83 Sinoapura 424 290 224 221

M Malavsia 381 253 212 211

85 Thailand 392 275 211 201

86 Mvanmar 36E 250 197 196

87 Laos 380 262 202 196

88 Vietnam 383 265 204 196

89 Brunei Darussalam 374 256 197 196

90 Kamboia 2Xi 223 197 196

91 Timor Leste 392 354 229 196

ASI,A PASIFTK

92 Australia 439 403 272 271

93 Selandia Baru 392 246 222 221

94 Kaledonia Baru 425 387 275 224
s5 Paoua Nuoini 385 353 237 19.2

96 Fiii 363 329 221 179

b. Satuan Tiket Biaya Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP), sebagai

berikut:

No. KOTA BIAYA TAHUN 2015
EKSEKUTIF BTSNIS EKONOMI

1 2 3 4 5

AMERIKA UTARA
1 Chicaoo 12.471 6.749 3.587

2. Houston 12.635 6.487 3.591

3. Los Angeles 11.187 5,809 3.178

4. Nev, York 14,761 6,040 3.753

5_ Otawa 12.266 6.924 4,083

b_ San Fransisco 12.468 6.623 2.771

7. Toronto 11.750 8.564 3.201

8. Vancouver 10,902 7.458 3,277

9. Washinoton 14.428 8,244 3.743

AMER'I(A SELATAN
10. Boqota 18.399 9.426 7,713

11 Brazilia 16.393 11.518 s.970

12" Boenos aires 13.237 9.134 5.970

13. Caracas 17.832 10.3S9 5.130

14. Paramaribo 15.018 9,494 7,353

15. Santiasi de chile 21.874 15.539 8.9m
16. Quito 17.325 16.269 12.127

AMERIKATENGAH
17. Mexico CiE 11,822 7.831 3,966

18. Havana 14.702 11.223 7,335

r9. Panama Citv 23.291 14.369 13.570

EROPA BARAT
28. Vienna 1o,520 4,177 3.357

21. Brussels 10.713 5,99t 3.870

22. Marseilles 10.850 5.O74 3.541

23. Paris 10-724 6,0E5 3.331

24. Berlin 10,277 6,126 3.959
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25. Bern 11.478 6,056 4.355
26. Bonn 10.945 5.023 3,753
27 Hamburg 7 46,4 6.031 3,825
28. Geneva 8.166 5.370 4.333
29. Amsterdam 8.216 5,898 3.331

EROPA UTARA
30. Copenhaqen 9,696 4,920 3,730
31. Helsinski 10,023 5,931 3.681
32. Stoc*holm 9,917 5.506 3.433
33- London 10.980 5.446 4"153
34. Oslo 9.856 4.773 4.O49

EROPA SELATAN
35. Sarajevo 11,778 7,129 6,033
36, Zaqreb 14.M6 6.334 2.794
37. Athens 14.9't1 9,256 8,041
38. Lisbon 9,309 4,746 3,383
39. Madrid 10,393 4,767 3.631
44. Rome 8.714 4.774 3.851
41. Beograd 9.921 6,1s8 5.350

EROPATIMUR
42. Bratislava A OO? 4,341 3,771
43. Bucharest 8.839 4.982 4.113
44. Kiev 10,860 6.029 5.193
45 Moscow 9,537 7,206 5,143
48. Praque 8,4U 6,748 3,451
47- Sofia 7.473 6.346 3.612
48. Warsaw 10.777 5.052 3,M7

AFRIKA BARAT
49. Dakkar 12.900 9_848 8.555
50. Abuia 10.281 7.844 6,818

AFRIKA TIMUR

51. Addis Ababa 7.700 5,808 5.552
52. Nairobi 8"732 7.966 6.081
53. Antananarive 11.779 9.000 4.282
54 Dar Es Salaam 4.947 6.599 733
55. Harare 11.114 't0.600 747

AFRIKA SELATAN
56. Windhoek 18.241 11.774 7.510
57. CaPe town 't4.941 8.438 7.330
58. Johannesburq 1.255 8,524 6.275

AFRIKA UTARA

59. Aloiers 9,536 4.593 5.710
60. Cairo 7.82A 6.414 4.O37
61. Khartoum 5.9M 4.507 3.915
62. Rabbat 8.910 7.721 5.665
63. Tripoli 6.551 5.706 4.975
u Tunisia 9.419 4.958 4.175

ASIA BARAT
65. Manama 6.400 5.992 4.740
66. Baohdad 5.433 4.148 3.545
67. Amman 7.561 6.431 3.545
68 Kuwait 6.771 4.273 3.110
69 Beirut 7.703 4.490 3.730
70. Doha 5.216 3,639 2.745
71. Damascus 8.684 5.390 3.325
72. Ankara 9,,149 6,643 3,581
73. Abu dhabi 5.283 4.976 2.727
74. Sanaa 8.205 5,878 3.579
75. Jeddah 6-4r',6 3.785 3.321
76. Muscat 6,469 5,156 3.727
77. Riyadh 5,359 3,510 3,000

ASIATENGAH
74. Tashkent 13.617 8.453 7.343
79. Astana 13.661 12.089 8.962

ASIATIMUR
80. Beiiinq 2,595 2,140 1,623
81 Honokono 3.O28 2.633 1.257
82 Osaka 3,2U 2,686 1,864
83. Tokvo 3.7U 2,675 1,835
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84. Pvonovano 2.421 1.999 1.737
85. Seoul 3.233 2.966 1.737

ASIA SETATAN
86. Kaboul 6,307 3,905 3,208
87 Teheran 4.475 3,416 2.920
88. Colombo 3-11S 2.562 1.628
89. Dhaka 3.063 2.417 1.O92
90. lslamabad 5.482 3.333 2.501
91 Karachi 4.226 3.633 2.321
92. New Delhi 3.380 2.009 1.673

ASIATENGGAM
93. Bandar seri beqawan 1.628 1J47 919
94. banqkok 2.344 1,155 823
95" Davao citv 2.757 2.558 1.641
96. Hanoi 1,833 1,833 {,556
97. Ho chi minh 1.677 1,503 1,235
98. Johor bahru 't,195 911 525
99. Kota kinabalu 1.894 1.427 694
100 Kuala lumpur 1.158 659 585
101. Manila 2.453 1.614 1.150
102. Penang 918 766 545
103. Pnom oenh 2,202 1.981 1.627
1M. Singapore 991 673 403
105. Vientiane 2.274 2.025 1.420
'r06. vanoon t.468 1.212 1.053

ASIA PASIFIK
107. Canberra 5,506 4,926 2,500
't08. Darrlrin 6.689 4,900 3,964
109. Melbourne 886 3.814 2.858

10. Noumea 940 5.917 3,780
111. Pedh 771 1.801 1.525

12. Port moresby 8,252 7.398 5.034
113. Svdnev 4.629 4.237 2.557
114. Vanimo 3,318 2.740 2-380
I 15. Wellinoton 6.551 4.647 3.413

Hal-hal lain yang belum diuraikan sebagaimana tersebut diatas, agar tetap

mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02l2Al4,

tanggal 17 Maret 2$I4,tentang Standar BiayaMasukan TA.2015.

7. Penetapan Pokja IJLP/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Setelah PERDA tentang APBD ditetapkan dan belanja untuk kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah tercantum didalam APBD, Kepala

ULP segera menetapkan Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan Proses

Pengadaan Barang/Jasa, dan PA/KPA segera menetapkan Pejabat Pengadaan

untuk melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa.

8. Perubahan DPA - SKPD

a. Perubahan DPA * SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan

capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan

semula.

b. Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diformulasikan dalam

format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
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c. Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja serta pembiayaan

sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

d. Tata, cara verifikasi dan pengesahan DPPA-SKPD berlaku sebagaimana

ketentuan tentang verifikasi dan pengesahan DPA-SKPD.

9. Pergeseran Anggaran

a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis

belanja akibat terjadinya perubahan APBD serta pergeseran antar objek

belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan

dalam DPPA-SKPD.

b" Pergeseran antm rincian objek belanja dalam objek belanja yailg sama,

dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

c. Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama, dilalarkan

atas persetujuan Sekretaris Daerah.

d. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan

dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

e. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis

belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang

APBD.

f. Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau

pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf 4 harus

dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penj abaran Perubahan APBD.

g. Tata cma llergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c diatur

dalam Peraturan Kepala Daerah.
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BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN APBI)

A. PERSIAPAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENGADAAN BARAIIG/
JASA

l. Membuat dan Menyusun Perencan&en Umum Pengadaan Barang /Jasa

a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dokumen rencana pengadaan

barangljasa yang m€ncakup kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang

akan dibiayai oleh APBD dan atau yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama

(cofinancing) sepanjang diperlukan. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi

bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari SKPD. Kegiatan penyuswun

rencana pengadaan meliputi:

1) Identifikasikebutuhan;

2) Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;

3) Penetapan kebijakan umum; dan

4) Penyrsunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

b. Pengguna AnggaranlPengguna Barang mengidentifikasi kebutuhan banngljasa

yang diperlukan sesuai Rencana. Dalam mengidentifrkasi kebutuhan barang/jas4

PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah

adaldimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang

sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. Hasil identifikasi kebutuhan riil

barang/jasa dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran.

c. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menetapkan rencana

penganggaran pengadaan barangljasa yang terdiri atas: biaya barang/jasa itu

sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses

pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Biaya pendukung dapat mencakup biaya pemulsangan, biaya pengangkutan, biaya

pelatihan.

Biaya administrasi dapat terdiri dari biaya pengumuman pengadaan, honorarium

pejabat pelaksana pengadaan arfiara lain : PA, KPA, Po$a UlP/Pejabat

Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan dan Pejabat/Tim lain yang

diperlukan,biaya survey lapangan/pasar, biaya penggandaan dokumen dan biaya

lainnya untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa (antara lain:

pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba).
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Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran yang akan datang rurmun pengadaannya dilaksanakan pada tahun

anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

d. Dalam menetapkan kebijakan umum yang meliputi pemaketan pekerjaan, cara

pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa, PA wajib

memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1) Pemaketan pengadaan barangljasa wajib memaksimalkan penggunaan

produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan

usaha kecil serta koperasi kecil.

2) Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan

Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi

usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket

pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh

usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

3) Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang/jasa unhrk usaha

mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip

efisiensi, persaingan sehat, kesafuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis

usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

4) Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di

beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya

seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing.

5) Dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut

sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya yang

seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

6) Dilarang memecah pengadaan bwarry/jasa menjadi beberapa paket dengan

maksud untuk menghindari pelelangan.

7) Dilarang menentukan kriteri4 persyaratan atau prosedur pengadaan yang

diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif.

8) Menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi

serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan melalui penyedia barangijasa

sebagai badan usaha maupun perorangan atau swakelola yang merupakan

kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau

diawasi sendiri sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah

lain danJatau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan

menggunakan tenaga sendiri dan/atat tenaga dari luar.

9) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mendukung pelaksana:rn

kegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnya memuat: uraian kegiatan

meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber
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pendanaan, jumlah tenaga yang diperlukan, waktu yang diperlukan mulai

dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan

barang/jasa, spesifikasi teknis barangijasa yang akan diadakan serta besarnya

total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus

dibebankan pada kegiatan tersebut.

10) Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di masing-masing

SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan

anggaran SKPD disetujui. Pengumuman rencana umum pengadaan

barangljasa dimaksud sekurang-kurangnya berisi : rurma dan alamat

Pengguna Anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi

pekerjaan dan perkiraan besaran biaya. Pengumuman dimaksud dilalalkan di

website Pemprovsu/SKPD masing-masing dan papan pengumuman resmi

untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui Layanart

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

e. Dalam menetapkan kebijakan umum tentang Organisasi Pengadaan, Kepala

Daerah/PA/KPA membentuk organisasi pengadaan yang terdiri dari : PA; KPA;

UlP/?ejabat Pengadaan; Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan dan Tim

Lainnya yang diperlukan antara lain : Tim Uji Coba; Panitia/Pejabat Peneliti

Pelaksanaan Kontrak.

Anggota Pokja ULP berjumlah gasal sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang dan

harus memahami tata cara petgadaary substansi pekerjaanlkegiatan yarug

bersangkutan dan hukum perj anj ianlkontrak.

Untuk menunjang pelaksanaan kontes/sayembara, Kepala Daerah menetapkan tim

juri/tim ahli.

Pemilihan Sistem Pengadaan

z. Pokja UlP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Metoda Pemilihan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.

b. Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan pelelangan yang terdiri atas

Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhan4 Penunjukan

Langsung, Pengadaan Langsung dan Kontes.

c. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilatcukan dengan Pelelangan lJmum,

Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Pengadaan

Langsung.

d. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan

sederhana, penunjukkan langsung, pengadaan langsung dan sayembara.
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e. Pemilihan Penyedia barang/pekerjaan Konstruksiljasa lainnya pada prinsipnya

dilakukan dengan metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. Dalam

Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Khusus Untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan dinyakini jumlah

penyedianya terbatas, pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan

Pelelangan Terbatas.

Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapatdilalarkan dengan :

1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barangijasa lainnya atau

2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung dilalnrkan melalui proses

pascakualifikasi.

Dalam pelelangan sederhana atau pemilihan langsung tidak ada negosiasi teknis

dan harga.

Penunjukkan langsung dilakukan dengan mengundang I (satu) Penyedia

Barang/Pekerjaan KonstruksilJasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan

pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

Penunjukkan Langsung dilakukan dengan negosiasi teknis maupun harga,

sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan

secara teknis dapat dipertanggungf awabkan.

Penunjukan Langsung terhadap I (satu) penyedia barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal kriteria :

l) Keadaan Tertentu, meliputi :

a) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan

waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera / tidak dapat ditunda

untuk pertahanan negar4 keamanan dan ketertiban masyarakat,

keselamatan / perlindungan masyarakat yang pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda/trarus dilakukan segera" termasuk

akibat bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor dan/atau

bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, kejadian luar

biasa (KLB) akibat epidemi dan wabah penyakit dan/atau bencana

sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antara komunitas

masyarakat dan teror, dan/alau akibat kerusakan saranalprasatana

yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;

b) Pekerjaan penyelenggara:m penyiapan konferensi yang mendadak

untuk menindaklanjuti komitmen intemasional dan dihadiri oleh

Presiden/Wakil Presiden;

1.

j.

k.

l.
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c) Kegiatan menyangkut pertahanan ftegarra yang ditetapkan oleh

Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan

ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

d) Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau

perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

e) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya

dapat dilaksanakan oleh I (satu) penyedia barangljasa lainnya karena

I (satu) pabrikan, I (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah

mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi

pemenang pelelangan untuk mendapat izin dari pemerintah;

2) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bersifat khusus,

meliputi:

a) Barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan

pemerintah;

b) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem

konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan

bangunan yang scara keseluruhan tidak dapat direncanakan/

diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

c) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks

yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus

dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;

d) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat

kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat

untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang

jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung

j awab dibidang kesehatan;

e) Pengadaan Kenderaan Bermotor dengan harga khusus untuk

Pemerintah yang telatr dipublikasikan secara luas;

0 Sewa penginapanlhoteVruang rapat yang tarifoya terbuka dan dapat

diakses oleh masyarakat; atau

g) Lanjutan sewa gedunglkantor dan lanjutan sewa nrang terbuka atau

tertutup lainnya dengan ketentuan dan tatl cara pembayaran serta

penyesuaian harga yang dapat dipertanggungiawabkan.

h) Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di

lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang

dilaksanakan oleh pengembangideveloper yang bersangkutan.
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i) Pengadaan Lang5'ng dapat dilakukan terhadap pengadaan

Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai paring tinggi
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai
berikut:

l) Merupakan kebutuhan operasional SKpD;
2) Teknologi sederhana;

3) Risiko kecil; dan/atau

4) Dilaksanakan oreh penyedia Barang/Jasa usaha orimg
perseorangan dan/atau badan usaha kecil serca koperasi kecil,
kecuali untukpaket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis
yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha Mikro, usatra Kecil dan
koperasi kecil;

5) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang
berlaku di pasar kepada penyedia Barang/pekerjaan

KonstruksilJasa Lai nn ya;

6) PA dilarang menggunakan metode pengadaan rangsung sebagai
alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa
paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

i) Sayembara digunakan untuk pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki
karakteristik sebagai berikut :

1) Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi,
budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan

2) Tidak dapatditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

k) Kontes digunakan untuk pengadaan Barang yang memiliki
karakteristik sebagai berikut :

l) Tidak mempunyai harga pasar; dan

2) Tidak dapatditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

l) Pokja UlP/Pejabat pengadaan menetapkan persyaratan administratif
dan teknis bagi penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes dan
Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.

Dalam menetapkan persyaratan administratif pokja ulp/pejabat
Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari
persyaratan Penyedia Barang/Jasa pada umuilmya dan persyaratan

teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.

unfuk penyuswurl metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi
dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.
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m) Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi :

Pokja UlP/Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan metode

pemilihan penyedia jasa konsultansi. Pemilihan penyedia jasa

konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga

diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis

dapat dipertanggungajwabkan.

Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan seleksi yang

terdiri atas seleksi umum, seleksi sederhana" penunjukan langsung,

pengadaan langsung, sayembara dan perorangan.

n) Pemilihan penyedia jasa konsutansi pada prinsipnya dilakukan

dengan Metode Seleksi Umum;

o) Seleksi sederhana dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa

konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi

biaya seleksi;

p) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi

yang bersifat sederhana dan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah);

q) Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi

kriteria keadaan tertentu yang meliputi :

l) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya

dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat

ditunda untuk :

a) Pertahanannegara;

b) Keamanan dan ketertiban masyarakat;

c) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera,

termasuk :

(1). Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam

dan/ atau bencana sosial;

(2). Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

(3). Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat

menghentikan kegiatan pelayanan publik.

2) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh

Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan

dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh I (satu) Penyedia

Jasa Konsultansi; dan
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4)Pekerjaanyanghanyadapatdilakukanolehl(safu)pemegang

hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat

izin pemegang hak ciPta;

r) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi

terhadap I (satu) Penyelia Jasa Konsultansi

s)PengadaanLangsungdapatdilakukanterhadapPengadaanJasa

Konsultansiyangmemilikikarakteristiksebagaiberikut:

1)MerupakankebutuhanoperasionalSKPD;dan/atau

2)BemilaipalingtinggiRp.50.000.000,-(limapuluhjutarupiah).

t)PAdilarangmenggrmakanmetodePengadaanLangsungsebagai

a]asanuntukmemecahpaketpengadaanmenjadibeberapapaket

dengan maksud untuk menghindari Seleksi;

u) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang

memiliki karakteristik sebagai berikut :

l)Merupakanprosesdanhasildarigagasan,kreatifitas,inovasidan

metode Pelaksanaan tertentu; dan

2) Tidak dapatditetapkan berdasarkan Harga Satuan'

v) Pokja ulP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif

bagiPenyediaJasaKonsultansiyangakanmengikutiSayembara.

w) Dalam menetapkan persyaratan administratif, Pokja UlP/Pejabat

Pengadaandapatmenetapkansyaratyanglebihmudahdari

persyaratan Penyedia BarangiJasa pada umumnya'

x) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh Pokja

ulP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli

dibidangnYa'

y)Pelaksanaanevaluasidilakukanolehtimyangahlidibidangnya.

3. Penetapan Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran' Metode Evaluasi dan

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

3.1 Metode Penyampaian dokumen penawaran

a. Metoda satu samPul

l)DigunakanuntukPengadaanBarangflasayangsederhana,dimana

evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik :

a)Pekerjaanyangbersifatsederhanadenganstandarhatgayangtelah

ditetapkan Pemerintah;

b)PengadaanJasaKonsultansidenganKAKyangsederhana;atau
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c) Pengadaan Bmang / Pekerjaan Konstruksi I lasa Lainnya

yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara

jelas dalam dokumen Pengadaan.

2) Metode satu sampul juga digunakan dalam Penunjukan

LangsunglPengadaan Langsung/Kontes/Sayembara.

b. Metoda dua sampul

Digunakan untuk Pengadaan BaranglPekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya,

dimana Evaluasi Teknis dipengaruhi oleh Penawaran Harga, dan

digunakan untuk :

1) Pengadaan BaranfJasaLaimya yang menggunakan evaluasi sistem

nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.

2) Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik :

a) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara pesyaratan teknis

dengan harga penawaran, &gar penilaian harga tidak

mempengaruhi penilaian teknis; atau

b) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis

yang lebih mendalam.

c. Metoda dua tahap

Metoda dua tahap digunakan untuk Pengadaan BaranglPekerjaan

Konstruksi I Jasa Laiwrya yang memiliki karakteristik :

1) Pekerjaan bersifat kompleks;

2) Memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk

pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan

pemeliharaan peralatannya;

3) Mempunyai beberapa altematif penggunaan sistem dan desain

penerapan teknologi yang berbeda.

4) Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau

5) Membutuhkan penyetaraan teknis.

3.2 Penetapan metoda evaluasi penawaran

a. Kriteria dan tata cara evaluasi penawaran

1) Sistem Gugrr

Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.

2) Sistem Nilai

Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekedaan

KonstruksilJasa Lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan

dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas

teknis.
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Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan

90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;

b) unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat

dikuantifikasikan; dan

c) tata cata dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci

dalam Dokumen Pengadaan.

3) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang memperhitungkan faktor-

faktor umur ekonomis, h*ga biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan

jangka waktu operasi tertentu.

b. Evaluasi penawaran

Pelaksanaan evaluasi penawaxan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 54

tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 tahun

2012 tentarrg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode evaluasi penawaran

dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan

menggunakan:

1) Metode evaluasi berdasarkan kualitas

Metode evaluasi berdasarkan kualitas digunakan untuk pekerjaan yang:

a) Mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang

menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan;

dan/atau

b) Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.

2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya

Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan

yang:

a) lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat

diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau

b) besamya biayadapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.

3) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran

Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran digunakan untuk pekerjaan

yang:

a) sudah ada aturan yang mengatur (standar);

b) dapat dirinci dengan tepat; atau

c) anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.

4) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah

Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah digunakan untuk pekerjaan

yang bersifat sederhana dan standar.
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c. Semua evaluasi penawaran pekerjaan jasa konsultansi harus diikuti dengan

klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non personil

yatg dapat diganti (reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil

yang dinilai tidak wajar.

b) Aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama :

(l) Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya

(2) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran dan

(3) Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku

dipasaranlkewaj aran biaya.

c) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personil

dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor

pajak penghasilan tenga ahli konsult aL yang bersangkutan.

d) Biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4 (empat) kali gaji

dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tingg 2,5 (duakoma lima)

kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap dan.

e) Unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah

ditetapkan.

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan :

Pokja UlP/Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan

pengadaan barungljxa. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus

memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan,

termasuk waktu untuk pengumuman seleksi, pendaftaran dan pengambilan

dokumen kualifikasi atau dokumen pengadaan, pemberian penjelasan,

pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, dan

sangahan serta sanggahan banding.

3.3.1 (1) Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi

Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut;

a. Penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh ) hari

kerja pada Papan Pengumuman resmi di Kantor Satuan Kerja masing -
masing dan Website Pemprovsu/SKPD ser[a Portal Pengadaan

Nasional melalui LPSE;

b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak

tanggal pengumuman sampai dengan I (satu) hari kerja sebelum batas

akhir pemasukan Dokumen Kualifi kasi;
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c. Batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi sekurang - kurangnya 3

(tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;

Masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari

kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan

.banding;

Undangan Pelelangan/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi

disampaikaa I (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah;

Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya

undangan Pelelangarlseleksi sampai dengan 1 (safu) hari kerja sebelum

batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

Pernberian penjelasan dilaksanakan paliog cepat 3 {tiga) hari kerja sejak

tanggal undangan lelang/seleksi ;

Pemasukaa Dokurnen Penawaran dirnulai I (satu) hari kerja setelah

pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja

setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

Masa sanggahan terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (ima) hari kerja

setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggahan banding

selama 5 (lima) hari kerja setelah menerimajawaban sanggahan;

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat

6 (enam) hari keqa setelah pengumuman penetapan pemenang

lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab

dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari

kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acwa Hasil

Seleksi (BAHS) kepada PA/KPA untuk seleksi Umum;

Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari

Sekretaris Daerah/PA atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PA/KPA

untuk Seleksi Umum; dan

l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkannya SPPBJ.

(2) Pengaturan jadwaVwaktu diluar proses sebagaimana tersebut diatas pada ayat

(l) huruf a sampai dengan hwuf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok

Kerja ULP.

(3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan

hari kalender.

h.

d.

e.

J.

k.
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(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui E-Procurement adalah hari kerja.

(5) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau

Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan

setelah DPA ditetapkan.

3.3.2 Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi

dilatcukan dengan ketetapan wakfu sebagai berikut :

a. Penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7

(tujuh) hari kerja;

b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi

dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai

dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen

Penawaran;

c. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak

tanggal pengumuman lelang/seleksi;

d. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai I (satu) hari kerja setelah

pemberian penjelasan;

e. Batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari

kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan

untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis,

kompleksitas dan lokasi pekerj aan;

f. Evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan :

1) waktu yang diperlukan; atau

2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;

g. Masa sanggah terhadap hasil lelangiseleksi selama 5 (lima) hari kerja

setelah pengumuman hasil lelanglseleksi dan masa sanggah banding selama

5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

h. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman

penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan atau

setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;

i. Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling

lambat 2 (dta) hari kerja setelah adanyajawaban sanggahan banding dari

Sekretaris Daerah,/PA ;dan

j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkannya SPPBJ.

Pengaturan jadwaUwaktu diluar proses sebagaimana tersebut diatas pada huruf

a) sld hurufj) diserahkan sepenuhnya kepada Pokja ULP.
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3.3.3 Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana Perorangan

dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut :

a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal

pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir

pemasukan Dokumen Penawaran;

c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak

tanggal pengumuman;

d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai I (satu) hari kerja setelah

pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja

setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

e. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/seleksi sederhana perorangan

selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/seleksi

sederhana perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari

kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman

penetapan pemenang Pelelangan/seleksi sederhana atau Pemilihan

Langsung apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab

dalam hal tidak ada sanggahan banding;

g. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan

Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan pahng lambat 2 (dua) hari

kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Sekretaris

Daerah/PA; dan

h. untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2

(dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyarnpaikan BAHS

kepada PA/I(PA; dan

i. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkannya SPPBJ.

3.3.4 Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu

sebagai berikut :

a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari

kerja;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal

pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir

pemasukan Dokumen Kualifikasi ;

c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari

kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
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d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari

kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan

banding;

e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan I (satu)

hari kerja setelah masa sanggah atau setelah selesainya masalah sanggah;

f. Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya

undangan seleksi sampai dengan I (satu) hari kerja sebelum batas akhir

pemasukan Dokumen Penawaran;

g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak

tanggal undangan seleksi;

h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai I (satu) hari kerja setelah

pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja

setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Pen$elasan;

i. Masa sanggahan terhadap hasil seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah

pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 3 (tiga) hari

kerj a setelah menerima j awaban sanggahan;

j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP

menyampaikan BAHS kepada PA/KPA;

k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling

larrbat2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada

PA,/KpA; dan

1. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

diterbitkannya SPPBJ.

4. Penetapan llarga Perkiraan Sendiri (HPS)

PA,/I(PA menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk

Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.

Pokja UlPlPejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan FIPS yang

ditetapkan oleh PA/KPA.

a. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.

b. HPS ditetapkan:

l) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari keda sebelum batas akhir pemasukan

penawaran rurtuk pemilihan dengan pascakualifikasi;atau

2) paling lama29 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan

penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk

pemilihan dengan prakualifikasi.

c. F{PS digunakan sebagai :

1) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
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2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah :

(a) Untuk Pengadaan BaranglPekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya, Kecuali

Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan

Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari

3 (tiga); dan

{b) Untuk Pergadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu

Anggaran.

3) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran

yang nilainya lebih rendah dari 80% (detapan puluh perseratus) nilai total

HPS.

d. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.

e. Penl'usunan FfPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat

dipertanggung jawabkan meliPuti :

l) harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barangijasa

diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan

Barang/Jasa;

2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat

Statistik (BPS);

3) informasi biayasatuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait

dan sumber datalain yang dapatdipertanggungiawabkan;

4) daftar biaya/taif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor

tunggal;

5) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan

mempertimbangkan faktor perubahan biay a;

6) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan danlatau kurs tengah Bank

Indonesia;

7) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, yang dilakukan dengan instansi

lain mauPun Pihak lain;

8) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana

(engineer' s estimate);

9) norma indeks; dan/atau

10) informasi lain yang dapat dipertanggungiawabkan'

f. lIpS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang

dianggap wajar.

5. Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung Negara

a. penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung Negara dilatcukan dengan cara

menggunakan penyedia jasa perencanaan konstruksi, peronrngan ahli maupun badan
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hukum yang kompeten, sesuai dengan ketentuan, dan apabila tidak terdapat penyedia

jasa perencanaan konstruksi yang bersedi4 dapat dilakukan oleh Instansi pekerjaan

umum / Instansi teknis setempat.

b. Apabila Anggaran Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung Negara belum

tertampung dalam APBD, maka kepada Instansi pekerjaan umum / Instansi teknis

yang membidangi hal ini agar melakukan Penyusunan Rencana Teknis Bangunan

Gedung Negara tersebut.

c. Hasil dari Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung Negara yang

menggunakan penyedia jasa perencana konstruksi, Frorangan ahli maupun Badan

Hukum yang kompeten harus diteliti dan mendapat pengesahan dari Instansi

pekerjaan umum / Instansi teknis yang membidangi, yang dalam hal ini adalah Dinas

Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

d. Hal-hal yang belum diahu tentang Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung

Negara agar mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R[ Nomor :

4S|PRT|M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum R[ Nomor : A6/SE|MJ20|0 tanggal2

Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Teknis Pengelolaan

Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Rangka Penyelenggaraan

Pembangunan Bangunan Gedung.

B. PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YAI\G MEMERLUKAN PENYEDIA

BARANG/JASA

1. Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

1.1. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Laiwtya dengan

metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua

sampul yang meliputi kegiatan:

1) pengumuman dan /atau undangan prakualifikasi;

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;

3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifrkasi;

4) pembuktiankualifikasi;

5) penetapan hasil kualifikasi;

6) pengumuman hasil kualifikasi;

7) sanggahankualifikasi;
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8) undangan;

9) pengambilan Dokumen Pemilihan"

l0) pemberian penjelasan;

11) pemasukan Dokumen Penawaran;

12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;

13) evaluasi Dokumen Penawara* sampul I;

14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;

15) pembukaen Dokumen Penawaran sampul II;

L6) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;

17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

18) penetapanpemenang;

19) pengumumanpemenang;

2q sanggahan; dan

2l) sanggahan banding {apabila diperlukan).

b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi /Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk Pemilihan

Penyedia Barang8ekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua

tahap yang meliputi kegiatan :

1) pengumuman prakualifikasi dan atau undangan prakualifikasi;

2) pendaftaran dan pengambilan Dokurnen Kualifikasi;

3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

4) pembuktian kuatrifikasi;

5) penetapan hasil kualifikasi;

6) pengumuman hasil kualifikasi'

7) sanggahankualifikasi;

8) undangan;

9) pengambilan Dokumen Pemilihan;

10) pemberianpenjelasan;

1l) pemasukan Dokumen Penawaran tahapl;

12) pembukaan Dokume* Penawaran tahap I;

13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;

14) melakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk

metode evaluasi sistem nilai;

15) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahapl;

16) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;

17) pemasukan Dckumen Penawaran tahap II;

18) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;

19) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
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10) penetapanpemenang;

I 1) pengumuman pemenang;

12) sanggahan; dan

13) sanggahan banding (apabila diperlukan).

e. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi metode dua sampul yang

meliputi kegiatan :

1) pengumuman;

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen pengadaan;

3) pemberian penjelasan;

4) pemasukan Dokumen Penawaran;

5) pembukaan Dckumen penawaran sampul I;

6) evaluasi Dokumen penawaran sampul t;

7) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi

sampul I;

8) pembukaan Dokumen penawaran sampul II;

9) evaluasi Dokumen Penawman sampul II;

1 0) pembuktian kualifikasi;

l1) pembuatan Berita Acara Hasil pelelangan;

I 2) penetapan pemenang;

13) pengumuman pemenang;

14) sanggahan; dan

l5) sanggahan banding (apabila diperlukan).

l-2- Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa

Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi

tahapan sebagai berikut :

a. pengumuman;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen pengadaan;

c. pemberianpenjelasan;

d. pemasukan Dokumen Penawaran;

e. pembukaan Dokumen Penawaran;

f. evaluasi penawaran;

g. evaluasi kualifikasi;

h. pembuktiankualifikasi;

i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

j. penetapan pemenang;
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k. pengumuman pemenang;

l. sanggahan;dan

m. sanggahan banding (apabila diperlukan);

1.3. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Laiwrya unfuk penanganan

darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut :

a. PA/KPA dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada

1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau

2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana

dimaksud pada angka 1).

b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan,

sebagai berikut :

1) opname pekerjaan di lapangan;

2) penetapan jenis, spesifrkasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu

penyelesaian pekerj aan;

3) penyusunandanpenetapanHPS;

4) penyusunan Dokumen Pengadaan;

5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;

6) pemasukan Dokumen Penawaran;

7) pembukaan Dokumen Penawaran;

8) klarifikasi dan negosiasi teknis sertaharga;

9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

10) penetapan Penyedia; dan

I 1) pengumuman Penyedia.

1.4. Pemilihan Penyedia BaranlPekerjaan Konstruksi/Jasa Lwnnya untuk bukan

penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan

sebagai berikut:

a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;

b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;

c. evaluasi kualifikasi;

d. pembuktian kualifikasi;

e. pemberian penjelasan;

f. pemasukan Dokumen Penawaran;

g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;

h. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

i. penetapanpenyedia;dan

j. pengumumanpenyedia.
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1.5. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode

Pengadaan Langsung sebagai berikut :

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan

Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis

dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan

SPK.

1.6. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara

meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut :

a. pengumuman;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Konteslsayembara;

c. pemberian penjelasan;

d. pemasukan proposal;

e. pembukaan proposal;

f. pemeriksaan adminishasi dan penilaian proposal teknis;

g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;

h. penetapan pemenang; dan

i. pengumumanpemenang.

1.7. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi

tahapan sebagai berikut :

a. Metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan metode dua sampul yang

meliputi kegiatan :

1) pengumumanprakualifikasi;

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;

3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);

4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

5) pembuktiankualifikasi;

6) penetapan hasil kualifikasi;

7) pemberitahuanlpengumwrumhasilkualifikasi;

8) sanggahan kualifikasi;

9) undangan;

10) pengambilan DokumenPemilihan;

I l) pemberian penjelasan;

12) pemasukan Dokumen Penawaran;
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13) pembukaan dokumen sampul l;

14) evaluasi dokumen sampul l;

15) penetapan peringkat teknis;

l6) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;

17) sanggahan;

18) sanggahan banding {apabila diperlukan);

19) undangan pembukaan dokumen sampul II;

2A) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;

2I) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan

23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

b. Metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode evaluasi pagu anggaran

prakualifikasi dengan metode dua sampul yang meliputi kegiatan:

1) pengumumanprakualifikasi;

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;

3) pemberianpenjelasan (apabiladiperlukan);

4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

5) pembuktian kualifikasi;

6) penetapan hasil kualifrkasi;

7) pemberitahuan/pengumumanhasil kualifikasi;

8) sanggahan kualifikasi;

9) undangan;

10) pengambilanDokumen Pemilihan;

1 1) pemberianpeqielasan;

12) pemasukan Dokumen Penawaran;

13) pembukaan dokumen sampul I;

14) evaluasi dokumen sampul I;

l5) penetapanperingkat teknis;

16) pemberitahuan/pengurnuman peringkat teknis;

17) undangan pembukaan dokumen sampul II;

18) pembukaan dan evaluasi sarnpul II;

19) penetapanpemenang;

20) pemberitahuan/pengumuman pemenang;

2l) sanggahan;

22) sanggahan banding (apabila diperlukan);

23) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

24) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan

25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
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c. Metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran prakualifikasi dengan 1 -(satu)

sampul yang meliputi kegiatan :

l) pengumumanprakualifikasi;

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;

3) pemberianpenjelasan (apabila diperlukan);

4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifrkasi;

5) pembuktian kualifikasi;

6) penetapan hasil kualifikasi;

7) pemberitahuan/pengumumanhasilkualifikasi;

8) Sanggahan kualifikasi;

9) undangan;

l0) pemberian penjelasan;

11) pemasukan Dokumen Penawaran;

12) pembukaan Dokumen Penawaran;

13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya;

t4) penetapanpemenang;

15) pemberitahuan/pengumuman pemenang;

16) sanggahan;

17) sanggahan banding (apabila diperlukan);

18) undangan klarifikasi dan negosiasi;

19) klarifikasi dannegosiasi; dan

20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan

1.8. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan

metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan 1 (satu)

sampul meliputi tahapan sebagai berikut :

a. pengumumanprakualifrkasi;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;

c. pemberianpenjelasan(apabiladiperlukan);

d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

e. pembuklian kualifikasi;

f. penetapan hasil kualifikasi;

g. pemberitahuan/pengumumanhasilkualifikasi;

h. sanggahan kualifikasi;

i. undangan;

j. pemberianpenjelasan;

k. pemasukan Dokumen Penawaran;
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L pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;

m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;

n. penetapan pemenang;

o. pemberitahuan/pengumumanpemenang;

p. sanggahan;

q. sanggahan banding (apabila diperlukan);

r. undangan klarifftasi dan negosiasi teknis dan biaya;

s. klarifikasi dan negosiasi; dan

t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

1.9. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung

untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut :

a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan

sejenis di lokasi penanganan darurat; atau

2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi

kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada

Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1).

b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan,

sebagai berikut :

1) opname pekerjaan di lapangan;

2) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu

penyelesaian pekerj aan;

3) penyusunan Dokumen Pengadaan;

4) penyusunan dan penetapan HPS;

5) penyampaian Dokumen Pengadaan;

6) penyampaian Dokumen Penawaran;

7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;

8) klarifrkasi dan negosiasi;

9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

l0)penetapan penyedia Jasa Konsultansi; dan

I 1 ) pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi.

1.10. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung

untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut :

a. r.rndangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen

Pengadaan;

b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;

c. pemberianpenjelasan;
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d. pemasukan Dokumen Penawaran;

e. pembukaan dan evaluasi penawaran;

f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan tangsung;

h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi; dan

i. pengumuman.

1. 11. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung,

dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta

negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia.

1.12. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling

kurang tahapansebagai berikut :

a. pengumuman;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;

c. pemberian penjelasan;

d. pemasukan proposal;

e. pembukaan proposal;

f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;

g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;

h. penetapan pemenang; dan

i. pengumumanpemenang.

1.13. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Seleksi

Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. pengumuman;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;

c. pemberian penjelasan;

d. pemasukan Dokumen Penawaran;

e. pembukaan Dokumen Penawaran;

f. evaluasi penawaran;

g. evaluasi kualifikasi;

h. pembuktian kualifikasi;

i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi;

j. penetapan pemenang;

k. pengumuman pemenang;

l. sanggahan;

m. sanggahan banding (apabila diperlukan);

n. undangan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya;

o. klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya; atau
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p. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

2. Penetapan Jenis Kontrak

PA/KPA menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

a. Kontrak Pengadaan BarangiJasa meliputi :

1) Kontrak berdasarkan cara pembayaran;

2) Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;

3) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan

4) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

b. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a. 1), terdiri atas :

1) Kontrak Lump Sum;

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana

ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) jumlah hargapasti dan tetap sertra tidak dimungkinkan penyesuaian hnga;

b) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;

c) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan

sesuai dengan isi Kontrak;

d) sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);

e) total harga penawaran bersifat mengikat; dan

0 tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambahlkurang.

2) Kontrak Harga Satuan;

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan

dengan spesifikasi teknis tertentu;

b) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat

Kontrak ditandatangani;

c) pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume

pekerjaan yarug benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia

BaranglJasa; dan

d) dimungkinkan adanya pekerjaan tambahlkurang berdasarkan hasil

pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
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3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;

Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang

merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam I (satu) pekerjaan

yang diperjanjikan.

4) Kontrak Persentase;

Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa KonsultansilJasa

Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan

persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

b) pembayarannya didasarkan pada tahapan produklkeluaran yang dihasilkan

sesuai dengan isi Kontrak.

5) Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/Pekeqaan Konstruksi/Jasa Laiwrya atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

a) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai

dilaksanakan; dan

b) pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang

menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria

kinerja yang telah ditetapkan.

c. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a. 2), terdiri atas :

1) Kontrak Tahun Tunggal; dan

Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanatln pekerjaannya

mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

2) Kontrak Tahun Jamak.

Konhak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksaniun pekerjaannya

untuk masa lebih dan 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggarcn, yang

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan.

d. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a. 3), terdiri atas :

1) Kontrak Pengadaan Tunggal;
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Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh I (satu)

PAA(PA dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan

pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

2) Kontrak Pengadaan Bersama;

Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PA/KPA

dengan 1 (safu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam

waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PAI(PA yang

menandatan gani Kontrak.

3) Kontrak Payung (Framework Contract)

Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan

antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan

oleh SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien,

ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara

berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaim yang belum dapat

ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan

b) Pembayarannya dilalmkan oleh setiap PPI{/Satuan Kerja yang didasarkan

pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volumelkuantitas

pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Baran{Jasa secara

nyata.

e. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a. 4), terdiri atas :

l. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Konhak Pengadaan

Barang/Jasa yang hanya terdiri dari I (satu) pekerjaan perencanaan,

pelaksanaan atau pengawasan.

2. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan

kegiatan perencanaan, pelaksanaan danl atau pengawasan.

3. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

a. Penyedia Barangdasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna BaranglJasa untuk

memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

b. Jaminan atas Pengadaan BarangiJasa terdiri atas :

L Jaminan Penawaran;
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2. Jaminan Pelaksanaan;

3. Jaminan Uang Muka;

4. Jaminan Pemeliharaan; dan

5. Jaminan Sanggahan Banding.

c. Jaminan atas Pengadaan BaranglJasa sebagaimana dimaksud pada point b harus

dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari

KPA/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

d. UlP/Pejabat Pengadaan atau KPA melakukan klarifikasi tertulis terhadap

keabsahan Jaminan yang diterima.

e. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat

digunakan untuk semua jenis Jaminan.

f. Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas adalah

perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.

g. Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf e

adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk

jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

h. Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya arfiara l% (satu

perseratus) hingga 3% {tigaperseratus) dari total HPS.

i. Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia BaranglPekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya setelah KPA menerima Jaminan Pelaksanaan untuk

penandatanganan Kontrak.

j. Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan

Langsung atau Kontes/Sayembara.

k. Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.

l. Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barangfiasa terhadap pembayaran

Uang Muka yang diterimanya.

m. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya.

n. Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsiond pada setiap tahapan

pembayaran.

o. Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk

Kontrak bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

p. Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak

bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

q. Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum

penandatanganan Kontrak Pengadaan BaranglPekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
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r. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1) untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapanpuluh perseratus) sampai

dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan

adalah sebesar 5% (lima perserafus) dari nilai Kontrak; atau

2) untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari

nilai total HPS, besamya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai

total HPS.

s. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima

Barang/JasaLaiwrya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

t. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah :

1) penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifftat Garansi; atau

2) penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai

Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan KonstruksilJasa Lainnya.

u. Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan KonstruksilJasa

Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus

perseratus).

v. Jaminan Pemeliharaan sebesar SVo (hma perseratus) dari nilai Kontrak harus

diberikan kepada KPA untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan KonstruksilJasa

Lainnya yang telah diserahkan.

w. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah

masa pemeliharaan selesai.

x. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan

Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

y. Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada point x besarnya

5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya.

4. PenandatangananKontrak

a. KPA menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan BarunglJasa untuk

ditandatangani.

b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DPA

disahkan.

c. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan

Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empal belas) hari kerja terhitung sejak

diterbitkannya SPPBJ.

d. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks danlatau

bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah

memperoleh pendapat *rli hukum Kontrak.
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e. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

nanul Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta

Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia BaranglJasa, yang telah didaftarkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

f. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta

PendiriarVAnggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, dapat

menandatangani Konfrak Pengadaan Barang lJasa, sepanjang Pihak tersebut

adalah Pengurus/Karyawan Perusahaan yang berstatus sebagai Tenaga Kerja

Tetap dan mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau

pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk

menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

5. Perubahan Kontrak

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaano

dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen

Kontrak, KPA bersama Penyedia BaranglJasa dapat melakukan perubahan

Kontrak yang meliputi :

1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam

Kontrak;

2) Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan

3) Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

atau

4) Mengubah jadwal pelaksanaan.

b. Peke{aan tarnbah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilaksanakan

dengan ketentuan :

1) Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam

perjanjian4(ontrak awal; dan

2) Tersediany a ar'ggarufi untuk pekerj aan tambahan.

c. Penyedia Barcng/Jasa dilarang mengahl*an pelaksanaan pekerjaan utama

berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali

sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

d. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, Penyedia

Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besamya sesuai

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

e. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan

sepanjang disepakati kedua belah pihak.
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6. Pemutusan Kontrak

a. PA/KPA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

1) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya

kontrak;

2) Berdasarkan penelitian PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

3) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerj&m sampai dengan 50

(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan,

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerj aan;

4) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya

dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan;

5) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau

pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang

berwenang; dan/atau

6) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan BarangiJasa

dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

b. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia

Barang/Jasa:

1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

2) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang

Muka dicairkan;

3) Penyedia Barang/Jasa rnembayar denda; dan/atau

4) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

1. Penyesuaian Harga

a. Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

I) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk

Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah

tercantum dalam Dokumen Pengadaan danlatau perubahan Dokumen

Pengadaan;

2) Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas

dalam Dokumen Pengadaan;

3) Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan

Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan tirnpang.
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b. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut :

1) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa

pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan

ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

2) penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran,

kecuali komponen keuntungan dan Biaya Overhead sebagaimana tercantum

dalam penawaran;

3) Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

yang tercanhrm dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;

4) Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaafl yang berasal dari luar

negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang

tersebut;

5) Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya

adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga

belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan

6) Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia

Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harya berdasarkan indeks harga

terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

c. Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, ditetapkan

dengan rumus sebagai berikut :

Hn : Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.DnlDo+........)

FIn : Harga Satuan Barang/Jasapada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho : Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran;
a : Koefisien tetap yang terdiri atas keunfungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan
overhead maka a:0,15.
b, c, d : Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat

kerja dsb;

Penjumlahan a+b+c+d+.....dst adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks hargakomponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Bo, Co, Do : Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah

penandatanganan Kontrak.

d. Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang

terkait.

e. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

f. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks

harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
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g. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut :

Pn: (Hnl x V1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) +...... dst

: Nilai Kontrak setelah dilalalkan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa;: Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan
penyesuaian harga menggunakan nrmusan penyesuaian Hatga Satuan;: Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Lapangan

Sebelum kegiatan pekerjaan Konstruksi dilaksanaken agar Penyedia barang/jasa

memasang, yaitu:

a. Papan Pengumuman diletakkan I dipajang pada lokasi kegialan yang mudah

dilihat sebanyak I (satu) Papan Pengumuman, dan khusus untuk kegiatan

Peningkatan Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Sungai dibuat 2 (dua) Papan

Pengumuman yang terletak pada pangkal dan ujung lokasi kegiatan.

b. Papan Pengumuman tersebut berukuran lebar 120 cm, panjangl20 cm dan tinggi

tiang pancang2l0 cm dengan mencantumkan, yaitu :

1) Nama Kegiatan

2) Jumlah Dana

3) Sumber dana /TA

4) Volume Kegiatan

5) Tujuan/Sasaran Kegiatan

6) Nama Perusahaan

7) Pimpinan Pelaksana Kegiatan

8) Penanggung Jawab Keglatarr

9) Dimulai Tanggal/Bulan/Tahun

1 0) Selesai TanggaVBulan/Tahun

Papan Pengumuman kegiatan Pekerjaan Konstruksi tersebut harus difoto dari

jarak dekat felas) untuk dokumentasi kegiatan dan apabila dalam evaluasi

pelaksanaan kegiatan ternyata Papan Pengumuman tersebut tidak ditemukan di

lapangan, maka Pemimpin Keglatan akan diberikan sanksi sesuai peraturan

perundang- undangan.

Serah Terima Perkerjaan

a. Setelah pekerjaan selesai 10006 (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang

tertuang dalam Dokumen Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan

permintaan secara tertulis kepada KPA untuk penyerahan pekerjaan.

Pn
FIn

v
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b. PA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan

penilaian terhadap hasil pekerj aarlyarLg telah diselesaikan.

c. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada

huruf b, Pardtia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui KPA memerintahkan

Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan

pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

d. Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya :

1) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas

hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga

kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;

2) Masa pemeliharaan pahng srngkat untuk pekerjaan permanen selama 6

(enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga)

bulan; dan

3) Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

e. Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas berakhir,

KPA mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia

Barang/Jasa.

f. Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para

pihak dalam Kontrak.

g. Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir

Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).

h. Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima

Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf g. dan dimasukkan dalam

Daftar Hitam.

10. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

1) Setiap SKPD melaksanakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah secara

elektronik/e- procurement (e-tendering dan e - purchasing) yang dilakukan

ULP.

2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;

d. mendukung proses monitoring dan audit; dan

e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time
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3) Po\fa ULP dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

yang diselenggarakan oleh LPSE Provinsi Sumatera Utara dalam rangka

pelaksanaan pelelangan.

4) Fungsi pelayanan LPSE meliputi :

a. Administrasi sistemelektronik;

b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan

c. Unit layanan pengguna

C. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA DENGAN SWAKELOLA

1. Umum

a. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai

penanggung jawab aftggarct\ instansi pemerintah lain dan/atau kelompok

masyarakat.

b. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi :

1) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau

memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD;

2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi

langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh SKPD;

3) Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya

tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

4) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih

dahulu, sehingga apabila dilaksanakail oleh Penyedia Barang/Jasa akan

menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;

5) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminm, lokakmya atau

penyuluhan;

6) Pekerjaan untuk proyek percontchan (pilot project) dan survei yang bersifat

khusus untuk pengembangan teknologilmetode kerja yang belum dapat

dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

7) Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,

pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;

8) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD yang bersangkutan;

9) Pekerjaan Industri Kreatil inovatif dan budaya dalam negeri;

l0) Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau

l l) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri, alutsista dan industri

almatsus dalam negeri.
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c.ProsedurSwakelolameliputikegiatanperencanaan'pelaksanaan'pengawasan'

penyerahan, pelaporan dan pertanggungiawaban pekerjaan'

d. Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :

a) SKPD Penanggung Jawab Anggaran;

b) Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau

c) Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola'

e.PA/KPAmenetapkanjenispekerjaansertapihakyangakanmelaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola'

f. Pengadaan Swakelola oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran:

1)Direncanakan,dikerjakandandiawasisendiriolehsKPDPenanggungJawab

Anggaraq dan

2)Mempergunakanpegawaisendiri'pegawaiSKPDlaindan/ataudapat

menggunakan tenaga ahli'

e.Jumlahtenagaahlisebagaimanadimaksudpadahuruffangka2)tidakboleh
melebihi50%(limapuluhperseratus)dalijumlahkeseluruhanpegawaiSKPD

yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan'

h.PengadaanSwakelolayangdilakukanolehlnstansiPemerintahlainPelaksana

swakerora dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1)DirencanakandandiawasiolehSKPDPenanggungJawabAnggaran;dan

2)PelaksanaanpekedaannyadilakukanolehlnstansiPemerintahyangbukan

Penanggung Jawab Anggaran'

i. pengadaan melalui swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana swakelola

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1)Direncanakan,dilaksanakandandiawasiolehKelompokMasyarakat

Pelaksana Swakelola;

2) Sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran; dan

3)Pekedaanutamadilarangurrtukdialihkankepadapihaklain(subkontrak).

j- Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi :

a. Penetapan sasaran' rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;

b.Penyusunanjadwalpelaksanaandenganmempertimbangkanwaktuyang

cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;

c.Perencanaanteknisdanpenyiapanmetodepelaksanaanyangtepatagar

dipetolehfencanakeperluantefiaga,bahandanperalatanyangsesuai;

d.Penyusunanrencanakeperluantefiag'bahandanperalatansecafarinciserta

dijabarkandalamrencanakerjabulanan,rencanakerjamingguandarr/atau

rencana kerja harian; dan
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e. Penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan

dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah

ditetapkandalam dokumen anggaran.

k. Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan

tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa

tersendiri.

l. Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.

m. Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh KPA setelah

melalui proses evaluasi.

n. Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu

untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan

pekerjaan.

o. PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat

Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.

p. PA4(PA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana

Swakelola kepada Kepala Daerah.

q. Swakelola dapat dilaksanakan melebihi I (satu) Tahun Anggaran.

2. PelaksanaanSwakelola

2.I Pengadaan BaranglJasa melalui Swakelola oleh SKPD selaku Penanggung Jawab

Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli

dilak 'kan oleh Pokja UlP/Pejabat Pengadaan;

b. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan

dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala

berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;

d. Pembayaran gajitenagaahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;

e. Penggunaan tenaga ke.ja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam

laporan harian;

f. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan

(UP)AJang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi

Pemerintah pelaksana Swakelola;

g. UP/uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungiawabkan

secara berkala maksimal secara bulanan;

h. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan

dengan penyerapan dana;
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i. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatatdan dievaluasi setiap bulan yang

disesuaikan dengan p€nyerapan dana; dan

j. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk

oleh PA/KPA, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

2.2 Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PA/KPA pada SKPD

Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi

Pemerintah lain pelaksana Swakelola;

b. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang

diperlukan dilakukan oleh Pokja UlP/Pejabat Pengadaan pada Instansi

Pemerintah lain pelaksana Swakelola;

c. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan

dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan BarangiJasa Pemerintah;

d. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian

berdasarkan daftar hadir pekerjaatau dengan cara upah borongan;

e. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;

f. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang danlatau peralatan dicatat setiap hari

dalam laporan harian;

g. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan

dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lainpelaksana Swakelola;

h. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang

disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana

Swakelola; dan

i. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk

PA/KPA pada SKPD Penanggung Jawab Anggann, berdasarkan rencana yang

telah ditetapkan.

2.3 Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

dilakukan berdasarkan Kontrak antara PA/KAP pada SKPD Penanggung Jawab

Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok

Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;

c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi

dan konstruksi sederhana;
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d. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh SKPD

Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralakn/suku cadang dan tenaga ahli

yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

f. Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan

secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1) 40Yo (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan

Swakelola;

2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila

pekerjaan telah mencapu 30% (tiga puluh perseratus); dan

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila

pekerjaan telah mencapai 60%o (enam puluh perseratus).

g. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan,

dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala

kepada PA/KPA;

h. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat

Pelaksana Swakelola; dan

i. Pertanggungiawaban pekerjaanlkegiatan Pengadaan disampaikan kepada SKPD

pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. PelaporanPelaksanaanSwakelola

a. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

b. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh

pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PA/KPA secara berkala.

c. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulaa secara

berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.

d. Inspektorat Provsu melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.

Seluruh Persiapan, Proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut

diatas dalam penyelenggaraawrya harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2AI2 serta Peraturan Daerah lain

yang berkaitan.
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BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PETAPORAN

PEMBINAAN

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Biro Administrasi Pembangunan

Setdaprovsu bersama instansi terkait mensosialisasikan dan memberikan bimbingan

teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksan4 dan pengawas

dilingkungan instansi yang terkait agar ketenfuan dan perutwan yang betkaitart

dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara dilingkungan Satuan Kerja

masing-masing wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara

intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana dan pengawas dilingkungan

Satuan Kerjanya masing-masrng, agar ketentuan dan peraturan tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015

dapat dipahami dan dilaksanakan secara maksimal.

3. Satuan Kerja pada butir 1. dan 2. diatas supaya secara rutin mengadakan pelatihan/

bimbingan teknis terhadap pejabat struktural dan staf tentang ketentuan dan petatutan

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

B. PENGENDALIAI\
l. Pengendalian kegiatan dimaksud dilakukan agff pelaksanaan kegiatan dapat

mencapai target tepat waktu, tepat mutu, tertib admiriristrasi, tepat sasaran dan

manfaat, dengan pengertian :

1) Tepat Waktu

Setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah

ditetapkan dalam batas waktu satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

2) Tepat Mutu
Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis yang

disyaratkan

3) Tertib Administrasi

Masrng - masing kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang'undangan.

4) Tepat Sasaran

Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan saran teknis fungsional yang telah

ditentukan dalam perencan&m.

5) Tepat manfaat

Kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang

semaksimal mungkin, sebagaimana ditentukan dalam perencanffLn kegiatan yang

bersangkutan.
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2. Pengendalian Kegiatan meliputi :

1) Pengendalian Umum

Pengend.alian yang meliputi semua kegiatan yangberlangsung di daerah sebagai

implementasi dan pelaksaniuul anggaran daerah. Pengendalian umum dilakukan

oleh Gubernur dalam hal ini ditugaskan kepada Biro Administrasi Pembangunan

Setdaprovsu.

2) Pengendalian Kegiatan

Pengendalian kegiatan dilingkup Satuan Kerja/Badan/Dinas/I(antor dilaksanakan

oleh pengguna anggaran dan pengendali kegiatan, agar kegiatan dapat

dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan sehingga tercapai

tepat wakfu, tertib adminishasi, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta

dapat berdaya guna dan berhasil guna. Hasil pengendalian kegiatan dilaporkan

kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

3) Pengendalian Administrasi

Pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatan untuk

mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan

yangberlaku.

4) Pengendalian Fisik/Lapangan :

1) Dilakukan melalui peninjauan ke lokasi kegiatan, dengan tujuan supaya

pelaksanaan kegiatan sesuai bestek/gambar/desain dan Rencana Anggaran

Biaya (RAB).

2) Waktu peninjauan lapangan dilaksanakan secara periodik (terprogram)

maupun insidentil (mendadak).

5) Pengawasan Lapangan

Pengendalian kegiatan dengan peninjauan dilapangan untuk meneliti apakah

kelengkapan pelaksanaan kegiatan sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, antara lain meliputi ;

Direksi Kit, papan nama kegiatan, jadwal pelaksanaan, buku direksi, laporan

tingkat kemajuan kegiatan perminggu, buku material dan sebagainya.

Kelengkapan tersebut berfungsi pula sebagai sarana pengawasan masyarakat.

Pengawasan lapangan dilalcukan oleh pengguna anggaran, pengendali keg;tatan,

pembantu pengendalian kegiatan, konsultan pengawas dan instansi/komponen

lainnya Gubemur untuk meiakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

6) Pengindraan

Pengindraan yang dilakukan melalui pengamatan secara administrasi kegiatan

maupun pelaksanaan fisik di lapangan.

7) Lain - Lain
Untuk pengendalian, Pengguna Anggaran wajib menyampaikan dokumen

pengadaan barang/jasa (Surat Kepufusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan

Kontrak beserta Dokumen Pengadaan lainnya), atas pelaksanaan kegiatan melalui

metode Pelelangan {Jmum, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana,

Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, maupun

Kontes/Sayembara kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.
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Jika diperlukan dalam rangka untuk mengefektifkan pengendalian pelaksanaan

pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah dibuat TIM PEMBINA DAN
PENGENDALI Pengadaan Barany'Jasa Pemerintah yang terdiri dari Satuan Kerja
terkait.

Pembuat Keputusan Tim tersebut pada butir 3. diatas dikoordinir oleh Biro

Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dan Tim yang dibentuk dapat bertugas

untuk memonitor seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pemakai

dana APBD Provinsi Sumatera Utaru.

5. Sekretariat Tim berada pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

C. PELAPORAN
Sebagai batran pengendalian pelaksanaan kegiatan khususnya unhrk mengantisipasi

terjadinya kesalaharVpenyimpangan dalam kegiatan pelaksanaan APBD dan upaya

percepatan pelaksanaan kegiatan (keseimbangan antara percepatan fisik dan penyerapan

dana) serta untuk masukan terhadap penyusunan kegtratan ditahun yang akan datang,

maka setiap pengguna anggaxan diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagai

berikut:

1. LAPORAN BULANAN

A. Laporan bulanan yang memuat realisasi pelaksanaan Fisik dan Keuangan pada

kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (Format Laporan

Bulanan terlampir).

Laporan Realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Barang kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu,

dengan tembusan kepada :

l) Kepala Bappeda Provsu

2) Inspektur Provinsi Sumatera Utara

3) Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu

Jadwal penyampaian Laporan Bulanan disampaikan selambat - lambatnya

tanggal l0 bulan berikutnya.

B. Laporan bulanan yang memuat realisasi dan aktihtas pengadaan bulanan SKPD

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Format Laporan terlampir).

Laporan realisasi dan aktifitas pengadaan bulanan disampaikan kepada Kepala

Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu selambatJambatnya tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya. Laporan realisasi dan aktifitas pengadaan bulanan

yang telah disampaikan SKPD Provsu dihimpun oleh Biro Administrasi

Pembangunan Setdaprovsu untuk dilaporkan kedalam SISMONTEP Tim

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Unit Kerja Presiden

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dan atau

Monev Online LKPP.

J.

4.
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2. LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAIv{A APBD

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan

belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagai hasil

pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan sebagaimana

dimaksud disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dlp Biro Keuangan

Setdaprovsu dan tembusannya disampaikan kepada Bappeda Provsu dan Biro

Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, paling lama 10 (sepuluh) hankeqa setelah

semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir, yang akan digunakan sebagai

dasar penyusrxlan laporan realisasi semester pertama APBD.

3. LAPORAN TAHUNAN

Kepala SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD, dan disampaikan kepada
Gubernur Sumatera Utata d/p. Biro Keuangan Setdaprovsu paling lambat 1 (satu)
bulan setelah tahun anggaran berakhir dan tembusannya disampaikan kepada
Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.
Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca; dan

c. Catatan atas laporan keuangan

Laporan Keuangan SKPD tersebut dilampiri dengan Surat Pemyataan Kepala SKPD

sebagaimana terlampir.
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BAB IV
PENGAWASAN

A. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

t. Memantapkan penyelenggaraan otcnomi daerah dan terciptanya pemerintah yang

bersih dan berwibawa (Clean Government dan Good Govemance).

2. Memberantas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dilingkungan aparatur negara

yang didukung dengan penegakan peraturan dan peningkatan kinerja aparatur

pemerintah.

3. Mewujudkan kompetensi aparatur pengawas yang profesional dan bertanggung

jawab sehingga dapat mewujudkan pengawasan yang berkualitas.

4. Mewujudkan penyelenggarabn pengawasan yang sinergi terhadap kinerja

pemerintah daerah dalam rangka memberhasilkan visi dan misi Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara.

B. STRATEGI PENGAWASAN

L Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi Dinas, Badan dan

Satuan Kerja Pemakai Anggaran.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional yang

melakukan pengawasan pada pengelolaan APBD TA.2A$ maupun tahun - tahun

sebelumnya sampai tuntas sesuai rekomendasi.

3. Melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil pemeriksaan yang dilakukan, sehingga

dapat diambil langkah-langkah penyempumiuln pelaksanaan pemeriksaan

berikutnya.

C. SASARAN PENGAWASAN

1. Pelaksanaan berbagai ketentuan dan kebijaksaruuln dalam kerangka perencanaan,

pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah.

2. Pengelolaan Uang dan Barang meliputi sisi penerim&Ln maupun Pengeluaran

APBD TA.2015.

3. Pelaksanaan Tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind di

Provinsi Sumatera Utara.

4. Penanganan kasus-kasus pengaduan yang menyangkut pelaksanaan APBD

TA.2015.

5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sampai tuntas sesuai rekomendasi /

ketentuan yang berlaku dan pengaduan masyarakat.

6. Melakukan Pembinaan sesuai dengan kewenangan meliputi : Pemberian

Pedoman, Bimbingan/Arahan dan Supervisi serta Koordinasi dalam Pengawasan.

7. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Fungsional lainnya terhadap

Pengawasan APBD Provinsi SumateraUtara TA. 2015.
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D. PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA

UTARA
l. Inspe*lorat Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan pengelolaan

keuangan Daerah terhadap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi

SumateraUtara.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

dilaksanakan melalui kegiatan y utu :

a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil maupun pemeriksaan terpadu.

b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau insidentil dari satuan kerja.

c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya

penyelewen gan/penyimpan gan.

d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksana program serta

kegiatan.

3. Aparat Pengawas Fungsional (APF) Pemerintah lainnya yang melakukan

pemeriksaan terhadap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utxa.
4. Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib menindak

lanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera

Utara dan Aparat Pengawas fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

5. Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan APF lainnya

dilaporkan kepada Gubemur Sumatera Utara, sesuai mekanisme pelaporan yang

berlaku.

E. TAHAPAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

l. PerencanaanPengawasan

Hal ini tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015.

2. PelaksanaanPengawasan

Hal ini ditempuh dengan cara:

a. Penyusunan Tim/Surat Tugas.

b. Membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP)

c. Pengumpulan Data dan Dokumen

d. Pelaksanaan Pengawasan menyeluruh pada objek pemeriksaan (obrik),

melalui kegiatan :

l) Pemeriksaan

2) Pengujian

3) Pengusutan

4) Penilaiart

e. Membuat Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dilanjutkan dengan pembahasan

lewat ekspose oleh Tim dan menuangkannya dalam Laporan Hasil

Pemeriksanaan Gf[P).
f. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pimpinan dan obrik

yang bersangkutan.

3. Melakukan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
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F. INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA MELAKUKAN KEGIATAN
PENGAWASAN TERIIADAP OBJEK PEMERIKSAAN

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan Kegiatan Pengawasan Terhadap Objek
Pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Pernakai Anggaran Provinsi :

a. DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

b. Anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

c. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara meliputi para Asisten dan Kepala
Biro

d. Dinas, Badan, Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

e. BUMD
2. Pemerintah Kabupaten/Kota diSumatera Utara

3. Pemeriksaan Khusus :

a. Kasus

b. Pengaduan Masyarakat

c. Pengelolaan Dana- Dana Khusus

G. KERUGIA}{ KEUANGAN DAERAHO SANKSI ADMINISTRATIF DAN GANTI
RUGI
1. Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengetahui indikasi

terjadinya kerugian keuangan daerah, harus sesegera mungkin melalrukan upaya *
upaya penyelamatan perbendaharaan terhadap uang dan barang daerah.

2. Upaya-upaya dimaksud adalah :

a. Mengamankan bukti-bukti, dokumen, uang dan barang dengan membuat

Berita Acara.

b. Menyampaikan laporan kepada Gubemur tentang indikasi kerugian.

c. Melakukan Koordinasi dengan Inspektorat Provsu dalam menempuh upaya

pengamanan selanj utnya.

3. Terhadap informasi terjadinya kerugian, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
membentuk Tim Pemeriksa Khusus yang bertugas melakukan pemeriksaan

khusus untuk mendapatkan data dan infarmasi yang diunrjudkan dalam bentuk

saran dan pendapat kepada Gubernur.

4- Penyelesaian kerugian yang dialami daerah harus segera diproses melalui

Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Tuntutan

Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi ( TP - TGR).

H. PEMBINAAN TERHADAP APBD KABUPATEN/KOTA
1. Terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan pemeriksaan reguler

oleh Inspektorat Provinsi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Terhadap dana Provinsi yang disalurkan ke Kabupaten/Kota dilakukan

pemeriksaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Hasil*hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi merupakan salah satu pertimbangan

dalam rangka membatalkan suatu Perda Kabupaten/tr(ota yang bertentangan

dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang - undangan.
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BAB V
PENUTTiP

Desrikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2015 ni dibuat untuk dijadikan sebagai Pedoman Pelaksanaan bagi seluruh

Aparatur Pemerintah Provinsi Stmatera Utara yang terkait dalam mengelola pelaksanaan

kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

nd

GATOT PUJO NUGROHO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004
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LAMPIRAN: I

BAGAN ORGANISASI KEGIATAN

ryPE I

SKPD

PENGGUNA ANGGAF(AN /
PENGGUNA BAMNG

SEKRETARIS /
KASUBBAG TU

STAF

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN

(PPTK)



BAGANI ORGA}{ISASI KEGIATAN

TYPE II

SEKRETARIS /
KASUBBAG TU

SKPD

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN /

PENGGUNA BARANG

KASUBBAG TU

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN

(PPrK)



LAMPIRAN: ll

Keteranqan Format Laporan Bulanan Belania Tidak Langsung

No Header/ Kolom Keteransan
I Header:

- Urusan Pemerintah
- Organisasi
- Bendaharawan

Di isi dengan kode dan nama urusan pemerintah
Di isi dengan kode dan Nama Organisasi
Di isi densan nama Bendaharawan

z Kolom 1 Di isi dengan kode rckening belanja menurut
Uraian Jenis, Obiek dan Rincian Obiek Belania

a
J Kolom 2 Di isi dengan Narasi belanja menurut Uraian Jenis,

Obiek dan Rincian Obiek Belania

4 Kolom 3 Di isi dengan jumlahbiaya yang tertuang pada

APBD Provsu TA. 2013

5 Kolom 4 Di isi densan iumlah realisasi Laporan Bulan lalu

6 Kolom 5 Di isi dengan realisasi Laporan Bulan N (bulan
bersanekutan)

7 Kolom 6 Di isi dengan penjumlahan kolom 4 ditambah
kolom 5 yang akan menjadi total jumlah realisasi
keuanean samoai dengan LaporanN

8 Kolom 7 Di isi dengan persentase realisasi belanja yaitu
merupakan hasil pembagian kolom 6 dibagi kolom
J

9 Kolom I Disi dengan sisa anggaran yaitu merupakan hasil
pensurangan kolom 3 dikuranei kolom 6

10 Kolom 9 Diisi dengan keterangan yang diperlukan



IAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARATAHUN ANGGARAN 2015

KEADMN BULAN i . .. "^""""

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Bendaharawan

x. xx. ( wajib/ Pilihan)
x.xx.)c((. . ..)

Keterangan :

N = Bulan LaPoran

N -1 = Keadaan Laporan Bulan Lalu

di isi dengan nama bendaharawan

Sisa Anggaran
(3-6)Uraian Jenis, Objek dan

Rincian Objek BelanjaKode Rekening

Jumlah Realisasi

sld Bulan N

(4+5)

Realisasi s/d
bulan lalu

(N-1)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Medan, .'..'. ...."" 2015

KEPALA SATUAN KERJA PEMNGKAT DAEMH



Keterangan Format Laporan Bulanan Belania Langsung

No Header/ Kolom Keterangan
I Header:

- Urusan Pemerintah
- Organisasi
- Bendaharawan

Di isi dengan kode dan nffina urusan pemerintah
Di isi dengan kode dan Nama Organisasi
Di isi densan nama Bendaharawan

2 Kolom I Di isi dengan kode reken ing belanja menurut
Uraian Jenis, Obiek dan Rincian Obiek Belania

3 Kolom 2 Di isi dengan Narasi belanja menurut Uraian Jenis,
Obiek dan Rincian Obiek Belania

4 Kolom 3 Di isi dengan Nama Program dan Nama Kegiatan

5 Kolom 4 Di isi dengan Perkembangan Fisik sampai dengan
Laporan Bulan N (untuk kegiatan Non Fisik
disamakan dengan persentase perkembangan
keuanean)

6 Kolom 5.a Di isi dengan jumlah biaya yang tertuang pada
APBD Provsu TA. 2013

7 Kolom 5.b Di isi dengan realisasi sampai dengan Laporan
Bulan lalu

I Kolom 5.c Di isi dengan realisasi Laporan BulanN (bulan
bersangkutan)

I Kolom 5.d Di isi dengan penjumlahan kolom 5.b ditambah
kolom 5.c yang akan menjadi total jumlah realisasi
keuansan samoai densan Laooran N

10 Kolom 5.e Di isi dengan persentase belanja yaitu merupakan
hasil oembasiankolom 5.d dibasi kolom 5.a

1l Kolom 6 Di isi dengan sisa anggaran yaitu merupakan hasil
pengurangan kolom 5.a dikuranei kolom 5.d

12 Kolom 7 Di isi dengan keterangan yang diperlukan



LAPORAN BUIANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

KEADMN BUIAN : .................

Urusan Pemerintahan : x. )n. ( wajib/ pilihan)
Organisasi r x. )o(. >cr (..........................)
Bendaharawan : di isi dengan nama bendaharawan BEI.ANJA IANGSUNG

Kode Rekening
Uraian Jenis, Objek dan

Rincian Objek Belanja

Program/ Kegiatan

Perkembangar

Fisik sld
bulan N

(o/o\

Perkembangan Keuanqan

Sisa Anggaran

(s.a - s.d)
Ket

Jumlah Biaya

Menurut

APBD

{Rp)

Realisasis/d

bulan lalu

(N-1)
(RD)

Realisasi

Bulan N

(Ro)

Jlh Realisasi

s/d bulan N

(5.b + s.c)
(Ro)

(s.d)
(s.a)

(o/o\

1 ? 3 4 5.a 5,b 5.c 5.d 5,e 6 7
xl PROGRAM 1
X) XX KEGilTAN 1

XX )o( x BELANJA LANGSUNG

)0( )o( x )fi di isi denoan Jenis Belania

)o( n x x XX )o( di isi denqan Obiek belania

)o( fi X XX fi )c( di isi denqan Rincian Obiek Belania

Jumlah Keoiatan I
KEGIATAN 2

Jumlah Keqiatan 2

Jumlah Prooram 1
PROGRAM 2

KEGIATAN 1

Jumlah Keqiatan 1

KEGATAN 2
Jumlah Keaiatan 2

Jumlah ProEram 2

TOTAT JUMLAH KESELURUHAN

Keterangan :

N = Bulan Laporan
N -1 = Keadaan Laporan Bulan Lalu

Medan, ................ 2015
KEPAI-A SATUAN KERJA PEMNGKAT DAEMH

NAMA:

NIP :

PANGKAT



Keteransan Format Laporan Belania Modal

No Kolom Keterangan
I Kolom 1 Di isi dengan Kode Rekening

2 Kclom 2 Di isi dengan uraian jenis, objek dan rician objek
belanja

3 Kolom 3 Di isi dengan jumlah dana belanja modal menurut
APBD TA. 2OI3

4 Kolom 4 Di isi dengan jumlah realisasi dana sampai dengan
bulan lalu

5 Kolom 5 Di isi dengan jumlah realisasi bulan laporan

6 Kolom 6 Di isi dengan total jtmtah realisasi sampai dengan
bulan laporan" yaitu hasil penjumlahan kolom 4
dan 5

7 Kolom 7 Di isi dengan persentase fisik belanja modal

8 Kolom 8 Di isi dengan Sisa dana

9 Kolom 9 Di isi dengan lokasi kegiatan Belanja Modal



LAPORAN BELANJA MODAL
KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATEM UTARATAHUN ANGGARAN 2015

KEADAAN BULAN , ... ._... ..

Urusan Pemerintahan : x.n.( wajibl pilihan) BELANJA MODAL

Medan, ................2015
KEPALA SATUAN KER]A PEMNGKAT DAERAH

NAMA:
PANGKAT

NIP:

Kode Rekening

Uraian Jenis, Objek dan
Rincian Objek Belanja

Jumlah Dana

Menurut APBD
(Rp)

Realisasi

s/d bulan lalu
(Rp)

Realisasi

Bulan Ini
(Rp)

Total Realisasi

s/d Bulan ini
(Rp)

Persentase

(o/o)

Sisa

Dana

(Rp)
Lokasi

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9
XX n( x X BELAN.IA MODAL

)c( )o( X x XX di isidenoan Jenis Belania
XX )o( x X )c( )c{ di isi denoan Obiek belania

rc( )o( X X XX )o( )o( di isi denqan Rincian Obiek Belania

TOTALJUMLAH



LAMPIRAN : lll

FORMAT LAPOFAN REALISASI DAN. AKTIFITAS PENGADAAN

A. IDENTIFIKASI PAKET PENGADAAN

B. REALISASI PAKET STMTEGIS

BL Non Peg
Per Jenis

Pengadaan

Paket Stratesis Paket Non Strateois
TotalLelang Umum

SeleksiUmum
Lelanq Terbatas

Lelang Sederhana
Pemilihan Langsung
Seleksi Sederhana

Penunjukan
Langsung

Pengadaan
Langsung

Sayembara
Kontes

Swakelola

Pld Rp.(Juta) Pkt Rp. (Juta) Pkt Rp.(Juta) Pkt Rp,(Juta) Pkt Rp.(Juta) Pkt Rp, (Juta) Pkt Rp. (Juta)

Barang

Konstruksi

Konsultan

Jasa Lainnya

Jumlah

NO. KEGIATAN
PAKET STRATEGIS ( ,.PAKET/Rp, ..)

Realisasi (Jumlah Paket Kumulatifl
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES

a. Proses Pengadaan

b. T.T, Kontrak

c. Pelaksanaan

d. Serah Terima Pekerjaan (PHO)



LAMPIRAN : IV

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

HPORAN REALISAST SEi'IESTER PERTAMA PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
SERTA PROGNOSTS 6 (ENAM) BU]AN BERTKUTNYA

SATUAN KER'A PERAI{GKAT DAERAH . 1 ",,' 1, " ". " "', ", ".. "'
TAHUN ANGGARAI\| .,,,.,..... r f . r r.. r. r r r r r r. r r.,.

Nomor Urut Uraian .lumlah
anggaran

Realisasi
Semester
Pertama

Sisa
Anggaran

s.d.
Sem6ter
Dartemr

Prognosis Ket

L 2 3 4 5 6 7

I

1.1

1.1.1

1.L2

1.1.3

r.t.4

L.2

1.2.1

L.2.t.r
1.2.t.2

1.2.1.3

L.2.t.4

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2

t.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

PEI{DAPATAI{

PENDAPATAI{ ASl: DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasit Pengetotaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PENDAPATAN TRATTISFER,

Transfer Pemerinbh Pusat - Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Baga Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Dana Otonomi Khusns

Dana Penyesuaian

LAIN . TAIT{ PENDAPATAT{ YANG SAH

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendaoatan lainnva

lumlah

2

2.t.

2.L.7

2.t.2

2.1.3

2.t.4

2.L.5

2.r.6
2.L.7

2.2.

2.2.t

2.2,2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.3.

2.3.t

EEl,AltlJA

BEI.AN'A OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Bunga

Belanp Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

BEI-AI{'A lrlODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalarl lrigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap lainnya

Belanja aset lainnya

BEI.AT{TA TIDAK TERDUGA

Belania Tidak Terduqa

Jumlah



Uraian
lumlah

anggaran

Realisasi
Seme#r
Pertatrra

Sisa
Anggaran

s.d.
Semester
Pertama

Prognoslr Ket
l{omorUrut

3 4 5 6 7

1

2.4

2.4.t

2.4.2

2.4.3

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kola

Bagi Hasil Rekibtsi ke Kabupate*lKob

Baoi Hasil Pendapatan tainnya l€ KaqlKota-

3

3.1

3.1.1

3.L.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.5

PEI{ERIMAAN DAERAH

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Femberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Piutang Daerah

lurnlah

PENGELUARJAN DAERAR

Pembentukan Dana Cadangn

Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Dmrah

Pernbayaran Pokok Utang

Pemberian Pinjaman Daerah

3.2

3.2.t

3,2.2

3.2.3

3.2.4

Pembiayaan ilet€

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran (SiLPA)3.3

.,tanggal..'....

Pengguna Anggaran / ltuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(Nama LengkaP)
NIP.



LAMPIRAN : V

PEMERTilTAH PROWNSI SUMATERA UTARA

sKpD ....,......... :.:::.1.... f ......... r.... r....

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-l

Uraian lumlah Kenaikan (Penurunan)

Tahun n Tahun n-1 lumlah o/o

ASET
ASET LANCAR
Kas

Kas di Bendahara Penerimaan

kas di Bendahara Pengeluatan

Piutang
Piutang Retribusi

Piutang lain - lain
Persediaan

Jumlal

ASETTETAP
Tanah
Tanah
Perlatan dan l,lesin
Alat - alat berat
Alat - alat Angkutan
Alat Bengkel

Alat Pertanian dan Peternakan

Alat - alat kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Ukur

Alat - Alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat Keamanan

Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Bangunan Monumen

Jalan, Irigai dan Jartngan
jalan dan Jembatan

Bangunan Air (Irigasi)

lnstalasi

Jaringan

Asettetap lainnya
Buku dan Perpustakaan

Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan
Hewan flernak dan Tumbuhan

Konstruksi Dalam Pengeriaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Akumulasi Penvusutan Aset Tetao

lumlat

ASET I.AINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan dengan Pihak ketiga

Aset Tak Berwujud
Aset Lain - Lain

Jumlal

JUilLA}I ASFI



KE\^/AJIBAN

KEWA]IBAN ]ANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Utang Muka dari Kas Daerah

Pendapatan Diteri ma dimuka/pendapatan yang ditangguhkan

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA I.ANCAR

Cadangan Piutang

C-adangan Persediaan

EKUFT'4g DANA I'SVESTASI

Dinvestasikan dalarn aset tefiap

;;;;;;;;,--.,:";
(tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP.



LAMPIRAN:VI

pERily*T**rrt TA,FtccuNs rAlrvAB.

Laporan Keuangan SKPD ................. Provinsi Sumatera Utara ......, yang terdiri dari

(a) {-aporan Realisasi Anggaran; (b} Neraca; (c) Catatan atas l-aporan Keuangan Tahun

Anggaran sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. .

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sislem pengendalilan intem yang

memadai, dan isinp telah menyajikan informasi pelalsanaan anggafttn, posisi keuangan dan

catatan atas laporan kenangan scafia (ayak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggamn

{bnda tangan}

(nama lenokap)
NIP.

lCor*tyung udakpedu



LAMPIRAN :Vtl

SATUAN KERIA PERAT{GKAT DAERAH
TAHUTTI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

lfomor Urut Uraian
Anggaran
Setelah

Perubahan
Realisasi

Lebih/
(Kura*g)

1 2 3 4 5

1

1.1

1.1.1

L.L.2

1.1.3

7.t.4

L.2

t.z.t
t.2.t.I
r.2.t.2
1.2.1.3

L.2.L.4

L.2.2

1,2.2.1

L2.2.2

1.2.3

r.2.3.1

L.2.3.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

PEITIDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak {Sumber Daya Alam)

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

Transfer Pemerintah Provinsi x)

kndapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

I.AII{. LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendanatan lainnva

lumlah

2

2.L.

2.1.1

2.r.2

2.1.3

2.L.4

2.1.5

2.t.6

2.t.7

2.2.

2.?.L

2.2.2

2.2.3

2.7.4

2.2.5

2.2.6

2.t.
2.3.L

BELAI{'A

BEIAI'I]A OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belania Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

BELANJA MODAT

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gdung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap lainnya

Belanja aset lninnya

BELATIJA TIDAK TERDT'GA

Belania Tidak Terduqa

lumlah



Nomor Urut Unian
Anggaran
Setelah

Penrbahan
Realisasi

Lebih/
(Kurang)

1 2 3 4 5

2.4

2.4.t
2.4.L.7

2.4.1.2

2.4.r.3

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.r.4

3.1.5

3.1.6

TRANS,FER

TRAI{SFER BAGr HASrL l(E IOB/KOTA**)
Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

PEUBIAYAAN

PEI{ERIiiIAATT DAERAH

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah

3.2

3.2.r

3.2.2

3.2.3

3.2.4

PENGELUARATI DAERAH

Pembentukan Dana Cadangan

Penlertaan rnodal (lnvestasi) Femerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang

Pemhrian Pinjaman Daerah

Jumlah

Pembiavaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiavaan Anqqaran (SiLPA)

tan99a1...........

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP.



LAMPIRAN: Vlll

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKpD
1,2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKpD
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKpD 

,

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapalan brget kinerja APBD SKPD
2.1. Ekonomimakro
2.2. Keb'ljakankeuangan
2.3. Indikator pencapaian brget kinerja ApBD

8e,bIA lkh$sar penepaian kinerja keuangan SKPD
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian taryet kinerja keuangan SKPD
3.2 Flambatan dan kendala png ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan

BabIV Kebijakanakuntansi
4.1. Entitas akuntansi I entitas pdaporan keuargnn daerah SKPO
1.2. Basis aklntansi png mendasari gbnnrsunan laporan keuangan SKPD
4.3. Basis pengukunn yang mendasafi penyusunan laporan keuangan SKpD
4.4, hnerapan kebijakan akuntansiberkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Bab V PenJelasan pc-pos laporan keuangan SKPD
5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pw-pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Pendaptan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pemt*ayaan (khusus untuk SKPKD)
5.1.4 Aset
5.1.5 Karajiban
5.1.6 Ekuitas dana

5,2. Pengungkapan atas pos-ps aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengsn penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanp dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kat un$k entitas akuntansi/ entitas
pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab yI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Bab VII Penutup



PEH'ELASAT'I IsI
CATATAN ATAS LAFORAII TEUANGAT{

gab I krdahuliran

t'1. Maloud dan tuJuan genwsunan raporan keuangan sKpD.
Memuat penjelasan mengenat maksud dan hrJuan penyusunan laporan
keuangan SKpD.

1.2. tandasan hukum penyusrnan lapnn keuangan SKPD.
llemuat penjeksan meng€nai peraturan perurdarg-urdangnn yarE berleku
sebagai landasan hukum Frryt sunan laporan ketangan SKpD.

1.3. slsbmatika penulisan caEhn atas lapor:an keuangan sKpD.
Memuat penlelasan mengenal sisbmatika isi catahn atas lapo€n keuangan
SKPD.

B.b II Ekonomi frfakro, Xebfiakan Keuangan dan Fencapa]an Taryet lfinerja Ar6iO
SKPD

2,1" Ekononi *rakro
Mernuat peniela n mengerral asumsl makro ekonoml yang mendasari
penyusunan laporan keuangon SKPD. Inbnnasi png disajikan memuat
tentang posisi dan kondisi ekonomi rnako p€rid€ herJalan dibandingkan
dengan periode sebelumnya, dibandinglon dengan angganrn pertama loli
dan penjelasan-penJelamn atas perubahan anggann yang dilakukan pada
SKPD.

2.L Kebijakan keuangan
Memuat penjelasan mengenai k*ijakan keuangnn dalam pery.nsunan
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah SKPD. Infornrasi liang
dlsajikan memuat Entang poslsi dan kondisl keuangan periode berJalan
dibandingkan &ngan perlode sebelumnya, dlbandlngkan dengan anggaran
sehubungan dengan rallsasi arggnran SKpD,

e3. Indtlotor pencapaian target kinerJa APED SKPD
Memuat penjelasan mengenai itdikalor pencapaian target lcinerja EpgD
SKPD, berupa indikator program dan kegiatan SKPD yang dilalcsanakan pada
tahun pefaporan. Indikator pencapaian taryet klnerJa menyajikan informasi
tentang pencapaian efeKifibs dan efislensi program dan kgiaun !,ang
dilaksanakan SKPD.

BabIII lkhfisarPencapalan KinerjaKeuangan

3,1, Ikhtisar slisasi pemapaiar targ€t kinerlr keuaqgan SI(PD
Memuat lkhtisar reatisasi pencapalan target ldner1a APBD pada SKP4 berupa
realisasi pencapaian efektifitas dan efisbnsi Frograrn dan kegiatan fang
dilaksanakan SKPD.

3.2. Hambatan dan kandala yang ada dalam penepaian targst yang
telah diHapkan
Memuat hambahn dan kendafa yang dlhadaff dalam pencapaian iarget
kinerja yng blah ditetapkan @a SKPD, baik kendala dan hambatan yang
bersifat dapat dikendalikan mauFun yang tidak dapat dikendalikan (iore
maJeur).



8ab l.eufahn Akuntancl

4,1. Entttas akuntanri I entttas pelaporan kernngnn daerah
Memuat lnbrmasi tentarq entihs akunbnsi dan entitas pelaporan keuangnn
daerah SKpD.

4'z Basis akunbncl yang mendasarl penyusunan laporan keuangan
st(PD
Memuat infonnasl tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan
laporan leuangan daerah SKpD.

4.il. Basis pengukuran ya*g mendasarl penyusunan laporan karangan
SXPD

Msnuat lnformasi bnhng basis pergukuran atas penyusunan pos-pos
hporan lcalangan daerah SKpD.

44. Penenpan kebiJakan akuntanct berkalbn dengan k€tantuan yang
ada dabm staldaraksntarul pemcrinbh ,

Memuat infonnasi tentang keHJakan akuntansi yang telah diterapkan dan
kebijakan akuntansl yang betum dlterapkan sesuai dengan ketentuan yang
ada dalam Sbndar Akuntansi Pemerintahan dalam penyuzunan dan
penyaJian laporan keuangan SKpD.

BalV Ptenjelasan Foe-pc laporan Kegangan SI(PD

5.1, Rlndan dan perJeHn maskrg-maslng pos-pos petapsran
lcesangan SKPO

5.1.1 PsndaFatan
lihmuat informasl tentang rinclan dan penjelasan pm pendapatan;
a. Pendapatan asll daerah
b. Dana pedmbangan (khusus unhrk SKPKD)
c' laln-lain pendapaan yang sah (khuzus unftrk SKPKD]

5.1.2 Belanja
Memuat lnformasi tentang rirrcian dan penjelasan pos belanja:
a, BelanJa pegawat
b. Belanja barang danjasa
c. BdanJa mod.l
d. Belanja burga (khusus un$k SKPXD)
e. EdanJa $rbsUi (ldnsus untuk SI{PKD)
t, BelanJa hibah (khusus un$k SKPKD)
g. Belanja sosial (k*rusus untuk SKPKD)
h. BelanJa bagi hasil {khusus untukSKPKD)
L BelanJa tidak lerduga (ktrusrs untuk SKPKD)

5.1.3 Penhiayaan (khusus untuk SKPKD)

5.1.{ leet
l.lernuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset:
a. Aset laner
b. Inve$sl Jangka Fanlang (khusus untrk SKPKD)
c. Asetbbp
d. Dana cadangan (khusus untuk SKPKD)
e. Aset lain-lain

i,t.S Kcwqiibon .

Memuat inbrmasl tenhng rindan dan penJelasan poa kerrajiban:
a. lGwajiban jangka pendek
b. rGwaJlban Jangka panjang (khusus untuk SKPKD)



5.1,6 Ekuitas dana
Memuat informasitentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dana:
a, Ekuitas dana lancar
b. Ekuitas dana lnvestasi (khusus untr.rk SKpKD)c Ekuitas dana cadangan {khusus unhrkSKpKD}

5.?. Pengunghpan atas poc-pos et dan kenraJiban yang dmbul
sehuburqan dengan pen rapan hsis akrual ata* pendapatan dan
belanla dan rekonsiliasinya dengan penerapan basts ltas, untuk
entibs pelaporan yang trenggunakan bastrs aknral.

Memuat informasi tentang kebiJakan akuntansi yang diharuskan obh
pemyataan standar akuntansi pemerlntahan. Pengungkapan atas pos-pos
aset dan karajiban yang timbul sehubungan dengn penenrpan basis akrual
atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan pnerapan basis
kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. rekonslliasi
ditujulon untuk nrenyaJikan hubungan antara laporan kinerB kuangan
dengan laporan realisasi anggardn. laporan rekonsiliasi d[mulai dengan
penambahan atau pengurangnn ekuitas yang berasal dari liporan kinerja
yang dizusun berdasarkan basis akual.

Bab VI Penlelasan atas informasFinfonnsi nonkeuangan SKPD

Memuat infurmasi tentang hal'hal yang belum diinformaslkan dalam bagian
manapun dari laporan keuangan, yaltu:

Domisili dan bentuk hukum suaru entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut
berada.
Penjelasan mengenai sifat operasi entibs dan kegiatan pokoknya.
Ketentuan perundang'undangnn yang nenJadi kegiatan operasionalnla.
Penggantian manajemen pemerintahan sdama bhun berJalan.
Kesalahan manapmen terdahulu yang Hah dikoreksloleh manapmen baru.
Komitmen atau kontinjensi yang Udak dapat disajikan pada l,leraca.
hnggnhrngan ahu pmekaran entibs pada tahun hrjalan.
Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemqokan yang
harus dltanggung pemerintah.

BabVII Penutup

Mernuat uraian penutup png dapat berupa simgrlan-simptdan penting tentang
taporan keuangan.

') furet yang tdak perlu

bnggal ........
Pengrguna Anggaranl Pengguna larang

(bnda tangan)

(nama fenghp)
NIP.

a.

b.
c.
d.
e.
f.
9.
h.



LAMPIRAN : IX

PROVINSI SUMATERA UTARA

DOKUMEN PEI.AI(SANAAN AT{GGARAN
SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD}

SEKRETARIAT DAERAH / DIIT|AS / BADAN / t{ArurOnr.;
TAHUN AilGGARAN 2015

KODE I{AMA FORMULIR

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelq.laanaan Anggaran satuan Kerja peranqkat Daerah

DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran pendapatan Satuan Keria peranqkat Daerah

DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokulnen Pela@nggql\nggag4 Belanja Tidak Langsung Satuan Keria Feranqkat Daerah

DPA. SKPD 2.2 Rekapitulasi Belania Langsung menuryt Program dan Kegiatan Satuan Kerja peranqkat Daerah

DPA. SKPD 2.2.1 Rincian Doktlmen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Satuan Keria Peranqkat Daerah



Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anqoaran 2015

FORMULIR
DPA . SKPD

PROVINSI SUMATERA UTARA
Tahun Anooaran 2O15

Urusan Pemerintahan x. )oo(

Organisasai

KODE
R.EKET{ING

URAIATI TUIILAH

I 2 3

X x XX
x X XX

XX XX XX
XX XX XX
XX xx xx
XX XX XX
XX XX XX

x X XX

x X XX
Surplus / (Deftsit)

XX XX xx
KX XX xx
xx XX XX
XX XX XX

Pembiayaan Neth
Rencana Pelaksanaan Anggaran

Satuan Keria Perangkat Daerah per Triwulan

No. Uraian
Triwulan

fi Ifl ru Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 = 3 +4+5+6
1 Pendapatan

2.L Belania Tidak Lanqsuno
2.2 Belania Lanosuno

tanggal
Menyetujui,

Seketaris Daerah Provinsi
Sumatera lJtara

(.. ..)



PROVINSI SUI'ATERA UTARA

DOKUIT{E]T PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KER'A PERANGI(AT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2015

PENDA
No. DPA SKPD :

PATAN

URUSAI{ PEMERINTAHAN

ORGANISASI

PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUT{A AT{GGARATT

NAMA

NIP

JABATAN

x. )o(

x. xx.

x.)c( )o( 00 00 4



DOKUM El{ PELAKSAT{AATI AI{GGARAN SATUATI

KERJA PERAITIGKAT DAERAH

I{OFIOR DPASKPD
FORMULIR

DPA
SKPD 2.1XJCX n( oo oo 4

PROVII{SI SUIIIATE RA UTARA

TAHUI{ ANGGARAI{ 2015

Urusan Pemerintahan x. )oo(

Orqanisasai

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE
REKEI{ING

URAIAN
RT'{CIAN PE {GHTTUNGAN

'UMLAH(Rp.)VOLUME SATUAN Tarfi |
Flerae

1 2 3 4 5 6=3X5
XX X XX xx X

XX x XX XX XX
XX X xx XX x
XX xx XX XX XX

x x x x xx
X x x xx xx
x x x x xx
x XX X xx xx
X X xx XX X

XX X xx XX X

xx x X xx X

x x X xx X

x XX x x xx
X x X X XX
x xx x x x
X x X XX XX
x x x XX xx

XX x XX xx x
X X X xx XX
x xx X X xx
x xx x X XX
x XX x X XX
x KX x x XX
X x XX XX XX
X x x xx xx
x x x XX r(x
x X X x X

X xx X X XX
xx x x x x
XX XX XX X XX

lumlat

Recana Pendapatan Per - Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV

lumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Qn

...................., tanggal
Mengesahankan,

Pejabat kngelola Keuangen Daerah

(Nama Lenglcp)
NiD.

Ro.



PROVINSI SUMATERA UTARA

DOKUMET{ PELAKSAI{AA]I ANGGARAN
SATUAN KERTA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAI{ 2015

BEIANTA TIDAK LANGSUNG

No. DPA SKPD : x.)c{ )o( 00t00 5 I

UR.USAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

PEN66UIIAAHGGARAtr /
KUASA PET{GGUTTA ATIGGARAI{

IIAMA

NIP

JABATAl{



DOKUMEN PEI.AKSANAAN ANGGARAN SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD
FORiIULIR

DPA
sKpD 2.1xJo( xx oo 00 5 I

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan x. )0c(

Sroanisasai x)c(.)o(. ..

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Belanja Tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE
REKET{IIIG

URAIAII
RIIIICIAil PE tVG TIITUT{GAIV

JUMIAH
(Rp.)VOLUME SATUA}I Harga /

Satuan
1 2 3 + 5 6=3X5

X XX X XX XX
x XX X XX XX
X XX X XX XX

XX x XX X XX
XX XX XX X XX
XX XX XX X XX

X X X X x
XX X XX X XX
XX X XX X XX
XX X XX X XX

X XX XX X X

X XX X XX X

XX XX XX XX X

XX XX XX XX X

XX XX XX X XX
XX XX X x X

XX XX X x XX
XX XX XX X XX
XX XX XX XX XX

x XX XX XX X

XX XX XX XX
XX XX x XX x
XX XX XX XX X

XX xx XX XX X

XX XX XX XX X

KX XX XX X KX
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX X XX
XX XX XX XX XX

lumlaf

Recana Penarikan Dana Per - Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan lll
Triwulan IV

lumlah

Rp.

Rp.

Rp.
Qn

tanggal
Mengesahankan ,

ejabat Pengelola Keuangan Daere

(Nama Lengkap)
NiD.

Rp.



DOKU M EN PEI.AI(SAI{AAT{ A]{GGARA]I
SATUAN KERJA PERAilGKAT DAERAH

FORITIUUIR
DPA - SKIPD

22
PROVIT{SI SUMATERA UTARA

Tahun Anssaran 2015

Urusan Pemerintahan

Orqanisasai

Rekapitulasi Belanja langsung Bedasarkan Prcgram dan Kegiatan

Kode Prcgram
/ Kegiatan

Uraian
lokasi

Kegiffin
Targert
Kinerja

(Kuantitatifl

Sumber
Dana

Triwulan Iumlahr
I II NI IV

1 z 3 4 5 6 7 I 9 10 11 = 7+8+9"+10

xx Prooram........

xx xx Keqiatan......

xx Keoiatan ----..

rx dst.......

xx Plooram.,......

XX XX Keaiatan..

xx Keoiatan.....

xx dst ........

XX Prooram........

xx XX Keqiatan

xx Keqiabn..-..

XX dst ..

fumhh

r....! r.r r.i...., tanggal
llangesafirkar?,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Namalengkap)
Nip.



URUSAI{ PE}IERI I'ITAHiI*

ORGAHISASI

PROGRA}I

KEGIATAN

LO(ASI XEGIATAT{

SUMBER DANA

JUTiIIAI{ ANGGARAfT

TERBILANG

PE'{GGUT{AAI{GGARAft /
KUASA PENGGUT{A AITGGARA'{

NAMA

NTP

IABATAIT

PROVINSI SUMATERA UTARA

DOKUI,IEN PELAIGANAAN ANGGARAN
SATUAN KER'A PERANGIGT DAERAH (DPA S}(PD)

TAHUN AI{GGARAN 2015

BETANJA TANGSUNG

No- DPASKPD : x.xx )0( 00 00 5 2



DOKU TII ET{ PELAKSAilAAT{ ANGGAMN SATUAN

KER'A PERAI{G KAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD
FORMULIR

DPA
SKPD 2.2. 1xJx xx oo 00 5 2

PROVII{SI SUMATERA UTARA
TAHUT{ AT{GGARAN 2015

Jrusan Pemerintahan x.)o( ..............

)rqanisasai x.)oc)oc ....-....._

Proq|€m

Kegiatan

f'/aKu Pelaksanaan

Lokasi Keqiatan

Sumber Dana

Indikator &Tolok Ukur Kineria Belania lanosunq
Indikator Tolok Ukur Kineria Taruet Kineria

Caoaian Proqram

Masukan

Keluaran

Hasil
Kelompok Sasaran Kegiaian

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE
REKEil[NG

UR,AIAN
RINCIAI{ PENGHITUNGAN TUMLAH

(Rp.)VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN
1 2 3 4 5 5=3X5

xx x XX x X

x X x XX XX
X X x xx xx
X XX x XX XX

xx X x XX x

X x x xx x

XX xx x xx xx
x x x x xx
x KX X x xx
x XX x xx XX

x x X XX XX
x x X XX xx
x x X X X

XX xx x x x

x xx x x x

x x X xx
X x x X XX
x x x xx XX

Jumlal

Recana Penarikan Dana Per - Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV

lumlah

Rp.
Rp.
Rp.

tanggal
Mengesahankan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Nama Lengkap)
Nip.

Rp.



LAMPIRAN : X

PROVIilSI SUMATERA UTARA

DOKUMEN PEI.AKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERTA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)

SEKRETARIAT DAERAH / DINAS / BADAN / KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE ]{AMA FORIT|ULTR

DPPA. SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Keda perangkat Daerah

DPPA. SI(PD 1 [!nc!an Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Keria Peranqkat Daerah

DPPA. SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Angigann Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja
Perangkat Daerah

DPPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program
dan Kegiatan Satuan Keria Perangkat Daerah

DPPA - SKPD 2.2,1 R.incian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan per Kegiatan
Satuan kerja Perangkat Daerah



Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran
Satuan Kerja perangkat Daerah

Ringkasan Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan



PROVINSI SUMATERA UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KER'A PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD}

TAHUN ANGGARAN 2OT5

PENDA
No. DPASKPD :

PATAN

URUSAI{ PEMERIITTAHAN

ORGANISASI

PENGGUNAANGGARAN /
KUASA PEI{GGUI{A ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAT{

x. )o(

x. )o(.

x.)o( )o( 00 00 4



DOKUMEN PETAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
DPPA SKPD 1

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan x. )00(

0rganisasai x.)fr.xx.

Latar belakang perubahan / Dianggarakan

pendapatan dalam perubahan ApBD

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pendapatan Satuan Kefia Perangkat Daerah

KODE
REKENING URAIAN

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bedambah /
fBerkurano)

Rincian Penghitungan
Jumlah

Rincian Penghitungan
Jumlah Iumlah o/o

Volume Satuan
Tarif /
Haraa

Volume Satuan
Tarif /
Harqa

1 2 3 4 5 6=3x 7 I 9 t0=7x9 11 = 10-6 L2
XX XX XX X XX
XX XX XX XX XX
XX XX XX X XX
XX XX XX X (X

lumlah
Perubahan Rencana Pendapatan ber Triwulan

Irrwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV

Jumlah

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Nama Lengkap)
Nip.

Tim Anqqaran Pemerintah Daerah
No.

1.

dst

Nama Nip Jabatan Tanda Tangan



PROVINSI SUMATERA UTARA

DOKUMEN PE1AKSANAAN PERUBAHAI{ AilGGARAN
SATUAN KERJA PERANGIGT DAERAH (DPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2OI5

BETANJA TIDAK LANGSUNG

No. DPASKPD :

URUSAN PEMERII{TAHA}I

ORGAI{ISASI

PEIIGGUIIA ATIGGARAI{ I
KUASA PENGGUiIA ANGGARAN

NAI{A

NIP

JABATAN

x.)c( rc( 00 00 5 1



Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Belanja Tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE
REKENING



DOKUMEN PE1AKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAI{ KER'A PERAI{GKAT DAERAH

FORMULIR
DPPA. SKPD

2.2

PROVIfISI SUIIATERA UTARA
Tahun Anooaran 2O15

Urusan Pemerintahan x. )oo( ..

Orqanisasai XJOLXX.

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja langsung
Itlenurut Prcgram dan Kegiatan

Kode Prcgram
/ Kegiatan

Uraian
Lokasi

Kegiatan
Taryet
Kinerja

(Kuantitatif)

Sumber Iumlah (Rp.) Bertambah/
fBerkurano)

Dana Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(np.) o/o

I 2 3 4 5 6 7 8 9 =8-7 10

xx Prosram.

XX xx Keqiatan .

xx Keqiatan .

xx dst ......

XX Program,..,..,,

XX xx Keqiatan ....

xx Keoiatan .....

xx dst .......

xx Prooram..,.,...

XX XX Keqiatan.....

xx Keqiatan

XX dst.......

tumlah

tanggal
Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Nama Lengkap)
Nip.



PROVINSI SUMATERA UTARA

DOKUMEITI PEI.AI(SANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERTA PERAHGKAT DAERAH (DpA SlpD)

TAHUII AIIGGARAN 2015

BETANJA LANGSUNG

No. DPA SKPD : x.)o( I )o( ooloo 5 2

URUSAT{ PETTIERIT*T*FAI{

ORGAI{ISASI

PROGRAM

KEGHTAI{

LOKASI KEGIATNil

SUMBER DANA

JUiILAfi AilGGARAN

TERBILANG

PETIGGUT{A AftGGARtil I
KUASA PENGGUI{A AI{GGARAT{

I{AMA

NIP

TABATAT*

x. )0(- x.

x. lo<. )(x. Xx

x. )o(, )o(, )o(r)o(, x

..... ..........)



DOIIUU;1 pFLAlGAtlmN pEBUBAHAN ANGGAttAt{

PERAi{GiiAT

Fohnuun
bppr

SKFD 2.2.1

perubahan Indikabr &Tolok Ukur Kiflerja Belanja

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Belailja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE
REKENTilG

Triwrd6n 1

Triwulan lI
Triwulan III
Triwulan IV

lumlah

tanggal
Mengeqahankar.t ,

PeFbat Pengebh Keuangan Daerah


